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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini, yang berjudul 

Transformasi Ekonomi Politik Sumber Daya Alam, dapat terselesaikan 

dengan baik. Buku ini hadir sebagai hasil pemikiran dan kerja sama 

antara berbagai penulis yang terlibat dalam proyek ini. Dengan 

penulisan yang melibatkan beragam perspektif, buku ini bertujuan 

untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran 

sumber daya alam dalam ekonomi politik global. 

Dalam era globalisasi yang semakin pesat, sumber daya alam tidak 

hanya menjadi pilar utama dalam perekonomian banyak negara, 

tetapi juga berperan penting dalam dinamika politik internasional. Di 

tengah berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi, buku ini 

mengajak pembaca untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang 

membentuk ekonomi politik sumber daya alam, termasuk 

pengaruhnya terhadap kebijakan ekonomi, sosial, dan diplomasi 

antarnegara. 

Semoga buku ini dapat memberikan wawasan baru dan menjadi 

referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, serta pembaca 

umum yang tertarik untuk memahami lebih jauh tentang hubungan 

antara sumber daya alam dan kekuatan politik global. Kami berharap 

buku ini dapat menginspirasi pembaca dalam merumuskan kebijakan 

yang bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam untuk 

kesejahteraan bangsa dan dunia. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah mendukung penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik yang relevan. 

 

Selamat membaca! 

 
Jakarta, Januari 2026 
Penulis 



 iii TRANSFORMASI EKONOMI POLITIK SUMBER DAYA ALAM 

 

DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR ....................................................................................... ii 
DAFTAR ISI ..................................................................................................... iii 

BAB 1  ECONOMIC WEALTH AND POLITICAL POWER: SUMBER 

DAYA ALAM DALAM EKONOMI POLITIK GLOBAL .............................. 1 
A. Ruang Lingkup ............................................................................................ 1 
B. Klasifikasi Sumber Daya Alam .............................................................. 3 
C. Beberapa Konsep Umum ........................................................................ 5 
D. Sumber Daya Alam, Sumber Kekuatan Lunak (Soft Power) ... 10 
E. Studi Kasus ................................................................................................. 12 

BAB 2  PARADOKS KEBERLIMPAHAN, DUTCH DISEASE, DAN 

KUTUKAN SUMBER DAYA ALAM ........................................................... 19 
A. Asal Muasal Konsep ................................................................................ 19 
B. Definisi Konseptual ................................................................................. 22 
C. Keberhasilan Negara Arab Teluk ...................................................... 23 
D. Paradoks Keberlimpahan di Benua Afrika .................................... 25 

BAB 3  SOVEREIGN FUND DAN UPAYA MENGHINDARI DUTCH 

DISEASE: NORWEGIA, DAN ARAB SAUDI ............................................. 37 
A. Mengapa Sovereign Wealth Fund? ..................................................... 37 
B. SWF dalam Tinjauan Akademis ......................................................... 39 
C. Norway Government Pension Fund Global: Aset SWF  

Terbesar Dunia ......................................................................................... 43 
D. Public Investment Fund & Saudi Vision 2030 ................................. 51 

BAB 4 SUMBER DAYA MANUSIA: UPAYA MENGHINDARI 

RESOURCE CURSE ......................................................................................... 61 
A. Penerimaan SDA & Tata Kelola Sektor Pendidikan ................... 67 
B. SDM dan Kolaborasi Inovasi ............................................................... 73 

 

 



 iv TRANSFORMASI EKONOMI POLITIK SUMBER DAYA ALAM 

 

BAB 5 PERTUMBUHAN HIJAU: EKONOMI RENDAH KARBON  

DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN ........ 80 
A. Green Growth: Konsep Pertumbuhan Ekonomi  

Berkelanjutan ............................................................................................ 82 
B. Ekonomi Rendah Karbon...................................................................... 88 
C. Pengelolaan SDA Berkelanjutan & Teknologi Hijau .................. 91 

BAB 6 PENUTUP .......................................................................................... 96 

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 98 

PROFIL PENULIS ....................................................................................... 126 



 

 1 TRANSFORMASI EKONOMI POLITIK SUMBER DAYA ALAM 

 

BAB 1  
ECONOMIC WEALTH AND POLITICAL 

POWER: SUMBER DAYA ALAM DALAM 

EKONOMI POLITIK GLOBAL 
 

Bagian pendahuluan ini memperkenalkan pengertian dari ekonomi 

politik sumber daya alam, ruang lingkup, dan kontekstualisasinya 

dalam hubungan internasional. Para pembaca diharapkan dapat 

memiliki pemahaman mengenai sumber daya alam sebagai suatu 

kekuatan ekonomi politik di kancah internasional.  

A. Ruang Lingkup  

Ekonomi Politik Sumber Daya merupakan bagian dari kajian Ekonomi 

Politik Global yang menjadi salah satu elemen utama dalam studi 

Hubungan Internasional. Ekonomi Politik Global secara umum 

membahas tentang relasi antara negara sebagai institusi politik 

dengan pasar yang menjadi pusat kegiatan perekonomian. Relasi 

antara keduanya menjadi faktor penting yang menentukan dinamika 

global kita hingga hari ini.  

Dalam Routledge Handbook to Global Political Economy, Vivares 

(2020) mengemukakan bahwa Ekonomi Politik Global menjadi 

alternatif perspektif dalam memahami perebutan kekuasaan dan 

kekayaan yang berimplikasi terhadap pembangunan dan konflik 

kepentingan di tingkat domestik, regional, dan internasional. Oatley 

(2019) menjelaskan bahwa studi ini membahas bagaimana politik, 

dalam arti kekuatan dan kekuasaan, dapat mempengaruhi 

perekonomian global, dan juga sebaliknya bagaimana situasi dan 

kondisi ekonomi global dapat berdampak terhadap politik 

internasional. Ruang lingkup pembahasannya akan fokus kepada 
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pertarungan politik antara para pemenang dengan para pecundang 

dalam beragam dimensi ekonomi global.  

Dalam kajian Ekonomi Politik Sumber Daya Alam,  para pembaca akan 

diajak berdiskusi dan mendalami interaksi kekuatan antar aktor 

negara, dan non-negara dalam alokasi dan distribusi sumber daya 

alam di pasar global. Beberapa pengertian telah diuraikan diantaranya 

dalam studi Haslam & Heidrich (2016) yang memfokuskan 

pembahasan Ekonomi Politik Sumber Daya Alam ke dalam evaluasi 

dan investigasi implikasi berbagai kebijakan terhadap pengeloaan 

sumber daya alam. Lebih lanjut, Hendrix & Noland (2014) 

menjelaskan bahwa kekayaan sumber daya alam merupakan salah 

satu faktor determinan dalam arus perdagangan dan investasi global. 

Selain itu, sifatnya yang cenderung terbatas dan ketersediannya 

secara geografis sangat spesifik pada lokasi dan wilayah tertentu 

menempatkan sumber daya alam sebagai salah satu faktor pemicu 

timbulnya konflik dan perebutan kuasa antar negara.   

Berdasarkan beberapa pengertian ini, Ekonomi Politik Sumber Daya 

Alam (Ekopol SDA) merupakan suatu kajian yang sangat menarik dan 

menantang, terutama bagi negara-negara yang memiliki kekayaan 

berlimpah, seperti Indonesia. Selain diskusi seputar kebijakan SDA, 

pembahasan Ekopol SDA memberikan wawasan tentang perbedaan 

pertumbuhan ekonomi di negara-negara kaya SDA, kondisi 

kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia, konflik sumber 

daya alam antar negara, antara negara dengan perusahaan 

multinasional, antara perusahaan multinasional dengan organisasi 

masyarakat sipil internasional, serta SDA sebagai instrumen kekuatan 

politik luar negeri suatu negara di tingkat regional, dan internasional. 

Sebagai pendahuluan, bab ini akan memperkenalkan klasifikasi 

sumber daya alam untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap 

karakteristik, dan sifat-sifat umum dari SDA. Kedua, bagian 

pendahuluan ini juga akan memberikan beberapa konsep populer 

dalam ekonomi politik sumber daya alam. Ketiga, sejumlah studi kasus 

akan dibahas dalam rangka memberikan ilustrasi kekuatan SDA yang 
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berkembang menjadi kekuatan politik suatu negara. Harapannya para 

pembaca dapat memiliki pemahaman awal terkait dengan pengertian 

ekonomi politik SDA, serta penting dan strategisnya pembahasan ini 

dalam hubungan internasional. 

B. Klasifikasi Sumber Daya Alam 

Sumber daya alam secara umum dikelompokkan dalam dua klasifikasi 

yaitu:  

KARAKTER FISIK → Berdasarkan karakteristik fisiknya, sumber daya 

dapat dibagi menjadi sumber daya alam hayati, sumber daya mineral 

non-energi, energi, dan sumber daya lingkungan. Beberapa bentuk 

sumber daya hayati misalnya adalah hasil laut seperti ikan, serta 

produk pertanian dan perkebunan. Sementara itu, beberapa 

komoditas tambang populer masuk dalam klasifikasi mineral non-

energi meliputi emas, bijih besi, dan berlian  (Sweeney, 1993; Zwaan 

et al., 2023). Sumber daya energi meliputi minyak, gas, panas bumi, 

dan batu bara, sedangkan sumber daya lingkungan antara lain sumber 

daya air, udara, dan tanah.  

SKALA WAKTU PROSES PENYESUAIAN → Berdasarkan kepada skala 

waktu yang dibutuhkan untuk proses penyesuaiannya, klasifikasi 

sumber daya alam dapat dibagi menjadi sumber daya alam yang tidak 

terbarukan (non-renewable resources) atau sering juga disebut 

sebagai depletable resources dan sumber daya alam yang terbarukan 

(renewable resources).  

Secara umum semua sumber daya mineral dikategorikan sebagai 

sumber daya tidak terbarukan karena jumlahnya yang terbatas dan 

cenderung akan habis (deplatable) dengan semakin meningkatnya 

permintaan terhadap komoditas tersebut. Sifatnya yang tidak 

terbarukan dapat membuat harga komoditas seperti minyak dan batu 

bara melonjak tinggi di pasar internasional. Ditambah lagi dengan 

ketersediaan dan distribusi sumber daya alam yang tidak merata 

dapat memicu ketegangan antar negara seperti yang terjadi di Laut 

Cina Selatan antara China dengan beberapa negara di Asia Tenggara, 
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dan Kepulauan Senkaku antara Jepang dan China (Macaraig & Fenton, 

2021; Macaulay, 2023) 

Di sisi lain, sumber daya terbarukan merupakan sumber daya alam 

yang dapat tersedia kembali sejalan dengan siklus kehidupan mereka 

seperti ikan, tumbuhan dan pepohonan, serta air, angin dan matahari 

(Jowsey & Kellett, 1995).  Istilah sumber daya alam terbarukan juga 

dikaitkan dengan sumber daya hayati berasal dari tumbuhan dan 

hewan yang diekploitasi namun tidak membahayakan kelestarian 

hidup mereka, dan dapat tersedia kembali setelah melalui siklus 

biologisnya (Ebnesajjad, 2013). 

 

Gambar 1.1 Pengelompokan Jenis Sumber Daya Alam 

 

Sumber: Geolearning – Freie Universitat Berlin https://www.geo.fu-
berlin.de/en/v/geolearning/glossary/natural_resources/index.htm 

 

 

 

https://www.geo.fu-berlin.de/en/v/geolearning/glossary/natural_resources/index.htm
https://www.geo.fu-berlin.de/en/v/geolearning/glossary/natural_resources/index.htm
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C. Beberapa Konsep Umum 

a. Oversupply  

Sektor SDA telah banyak berperan dalam mendukung pembangunan 

ekonomi di banyak negara. Tingginya permintaan terhadap produk-

produk olahan SDA di pasar global, ditambah lagi dengan karakteristik 

umum sebagian komoditas ini yang cenderung depletable 

memberikan potensi pendapatan yang menjanjikan kepada negara 

penghasil sumber daya alam. Harga dapat melonjak tinggi ketika 

permintaan meningkat secara signifikan, sementara produksi 

cenderung tidak bertambah. Hal ini sering juga disebut sebagai 

scarcity issue, yang menggambarkan suasana kelangkaan akibat 

ketidakseimbangan antara faktor supply dan demand. Sebaliknya, 

harga komoditas juga dapat melandai ketika permintaan melemah, 

sementara produksi berjalan secara konsisten. Akibatnya akan terjadi 

ketersediaan produk yang lebih banyak di pasar daripada permintaan 

terhadap komoditas tersebut. Fenomena ini diasosiasikan dengan 

istilah oversupply. 

b. Rostow’s Stages of Economic Growth 

Komoditas migas dan batu bara merupakan contoh komoditas yang 

sangat strategis sebagai penyumbang devisa ekspor bagi beberapa 

negara. Industrialisasi dan sebagian besar kegiatan ekonomi dunia 

membutuhkan energi yang masih bersumber kepada energi fosil. 

Diperkirakan sekitar 80% konsumsi energi primer global masih 

bersumber kepada bahan bakar fosil (T. Ahmad & Zhang, 2020), 

utamanya adalah migas dan batu bara (Asdrubali & Desideri, 2019; 

Gasparotto & Da Boit Martinello, 2021).  

Di sisi lain, ketersediaannya semakin terbatas karena sifatnya yang 

tidak terbarukan, dan cadangan yang tersedia semakin berkurang. Hal 

ini berimplikasi terhadap tingginya harga energi fosil di pasar 

internasional, dan tentunya menguntungkan negara-negara produsen 

seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar yang 

menjadikan sumber daya alam migas sebagai salah satu penyumbang 
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sumber pendapatan utama dan membiayai pembangunan ekonomi di 

negara-negara tersebut (Aljarallah, 2020). Selain migas, komoditas 

batu bara adalah salah satu komoditas energi yang paling populer di 

pasar global karena harganya yang relatif murah dan banyak 

digunakan di beberapa industri strategis seperti industri besi dan 

baja, serta sektor pembangkit listrik (Jin & Kim, 2018). Negara 

eksportir batu bara terbesar diantaranya adalah Indonesia dan 

Australia. Sektor batu bara memberikan kontribusi signifikan 

terhadap ekonomi melalui penerimaan devisa, dan penciptaan 

lapangan pekerjaan (Aimon et al., 2023).  

Secara teoritis, salah satu pemikiran yang cukup populer dalam  

pembangunan global adalah Rostow’s Stages of Economic Growth 

Model. Walt Whitman Rostow, seorang mantan penasehat keamanan 

nasional Amerika Serikat, membuat satu garis linear untuk 

menggambarkan tingkat pertumbuhan negara Menurut Rostow, 

terdapat lima tahapan pertumbuhan ekonomi negara yang masing-

masing menggambarkan karakteristik dan perkembangannya, 

dimulai dari tingkat yang paling rendah yaitu masyarakat tradisional 

yang dicirikan dengan keterbatasan teknologi, kemudian pra-kondisi 

sebelum lepas landas yang dicirikan dengan eksploitasi dan 

komersialisasi hasil pertanian dan industri ekstraktif, dilanjutkan 

dengan kondisi lepas landas dimana negara telah masuk dalam 

pembangunan sektor manufaktur, lalu masuk tahapan yang lebih 

tinggi dimana negara menuju kearah kedewasaan disertai dengan 

karakteristik pembangunan industri dan aktivitas komersial yang 

lebih luas, dan tahapan terakhir adalah periode konsumsi massal 

dimana negara dapat bersaing dalam skala yang lebih luas di tingkat 

global melalui perdagangan internasional (Hunter, 2012; Willis, 

2023).  

Meski demikian, teori pertumbuhan ekonomi ini tidak dapat 

menjelaskan sepenuhnya fenomena kondisi ekonomi di negara-

negara yang memiliki kekayaan SDA berlimpah. Sebagian berhasil 

mengakumulasi pendapatan dan memanfaatkannya untuk 

pembangunan infrastruktur, serta sarana dan prasarana lainnya yang 
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dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, 

sedangkan sebagian lainnya masih berupaya untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.  

 

Gambar 1.2 Rostow’s Stages of Economic Growth 

Sumber: https://www.e-education.psu.edu/geog128/node/719 

c. Staple Theory  

Sementara itu, kontribusi SDA terhadap pembangunan ekonomi 

menjadi salah satu diskusi yang terus berkembang dengan beragam 

pandangan. Salah satunya adalah pandangan dalam staple theory yang 

menjelaskan bahwa negara dengan sumber daya alam berlimpah 

mendapat keuntungan ekonomi dari pertumbuhan ekspor. Dalam 

pandangan ini, pengertian bahan baku komoditas alam (staple) adalah 

hasil sumber daya alam yang diekstraksi tanpa membutuhkan 

pengolahan yang kompleks sebelum diekspor ke pasar global untuk 

bahan baku industri. Menurut tesis ini, keuntungan tidak hanya 

diperoleh dari penjualan ekspor, tetapi juga daya tarik investasi, 

dimana perusahaan-perusahaan besar membidik keuntungan dari 

investasi di sektor bahan baku ini.  

https://www.e-education.psu.edu/geog128/node/719
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d. Resource Nationalism  

Kendati begitu, pendapat lain dalam teori ini juga menggarisbawahi 

potensi ketergantungan (dependency) yang ditimbulkan dari investasi 

ini, khususnya ketika mobilitas modal berasal dari perusahaan asing. 

Melalui penguasaan ekstraksi SDA, perusahaan asing dapat membeli 

bahan baku dan menjual kembali dalam bentuk yang sudah diolah 

dengan harga yang lebih tinggi (Gunton, 2003).  

Dalam konteks kebijakan, sebagian negara menyikapi hal ini dengan 

pendekatan ekonomi yang cenderung ketat dan protektif. 

Penyebabnya adalah terdapat kekhawatiran perusahaan-perusahaan 

asing dapat menguasai sektor SDA strategis terutama di sektor migas 

menggunakan kapabilitas teknologi dan permodalan yang mereka 

miliki. Sebab itu, pemerintah menyusun serangkaian regulasi dan 

peraturan yang relatif membatasi ruang gerak perusahaan asing atau 

sebagian menyebutnya sebagai resource nationalism.  

Konsep ini memberikan penjelasan mengenai perilaku negara-bangsa 

yang dianugerahi SDA berupa migas dan mineral berupaya untuk 

memaksimalkan kepentingan ekonomi nasional mereka melalui 

pengendalian sektor strategis ini. Seringkali konsep ini juga dikaitkan 

dengan pandangan geopolitik dimana SDA dianggap sebagai salah satu 

sumber kedaulatan dalam suatu wilayah negara yang secara 

bersamaan menjadi identitas nasional dan hak negara-bangsa (Koch & 

Perreault, 2019). 

Salah satu fenomena paling populer terkait dengan penerapan 

nasionalisme SDA dalam kebijakan ekonomi adalah Venezuela, negara 

kaya minyak di kawasan Amerika Selatan. Pada masa kepemimpinan 

Hugo Chavez, nasionalisasi kebijakan SDA Venezuela tidak dilakukan 

secara konvensional dengan mengeliminasi hak-hak investasi asing, 

atau bahkan mengusirnya, melainkan dengan mengupayakan 

negosiasi ulang kepentingan domestik dalam kontrak kerjasama 

dengan perusahaan-perusahan asing. Hal ini dianggap sebagai bentuk 

perkembangan hybrid resource nationalism, di satu sisi perusahaan-

perusahaan asing dipaksa untuk bersedia bernegosiasi ulang dengan 
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negara, sementara di sisi lain negara masih mencari peluang investasi 

asing masuk ke negaranya (Rosales, 2018). Terlepas dari kontroversi 

kebijakan radikal yang diterapkan oleh Hugo Chavez, Venezuela 

mengalami pertumbuhan ekonomi secara signifikan bersamaan 

dengan naiknya harga minyak dunia, yaitu sebesar 10 persen pada 

2006, 8 persen pada 2007, dan sekitar 5 persen pada 2008. Meskipun 

kemudian diterpa dampak krisis finansial Amerika Serikat 2008 yang 

menyebabkan melemahnya pasar global dan juga harga minyak dunia 

(Mares, 2022).  

e. Resource Curse Theory 

Ketergantungan SDA tidak hanya dikaitkan dengan penguasaan 

perusahaan multinasional dalam satu sektor sumber daya alam, tetapi 

juga dihubungkan dengan ketergantungan suatu negara terhadap 

pendapatan dari hasil sektor ekstraktif tertentu.  Mueller (2019) 

mendefinisikan bahwa natural resource dependence sebagai 

kecenderungan spesialisasi ekonomi yang berlebihan terhadap 

sumber daya alam dari suatu negara.  

Dalam perkembangannya, konsep ini juga dikaitkan dengan resource 

curse theory yang secara luas digunakan untuk menjelaskan efek 

negatif dari eksploitasi SDA terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori 

kutukan sumber daya alam menceritakan tentang negara-negara yang 

kaya sumber daya alam, khususnya mineral dan komoditas bahan 

bakar, cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih 

lambat daripada negara-negara yang memiliki sedikit kekayaan SDA. 

Ketergantungan ekonomi terhadap pendapatan dari hasil SDA 

menjadikan performa ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga 

komoditas global, disertai dengan salah kelola kebijakan dan perilaku 

koruptif yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara (Murshed, 

2018). Diskusi terkait dengan kutukan sumber daya alam akan 

dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya terutama dengan beberapa 

fakta empirik yang menjadi perhatian para akademisi. 
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D. Sumber Daya Alam, Sumber Kekuatan 

Lunak (Soft Power) 

Sumber kekuatan politik negara secara umum dihubungkan dengan 

kapabilitas militer dan pertahanan suatu negara. Namun dalam 

perkembangannya, kekuatan suatu negara tidak hanya diukur dari 

kemampuan hard power, tetapi juga dari kekuatan lunak yang dimiliki 

termasuk hasil ekonomi dari sumber daya alam (SDA).  Dalam hal ini, 

kontribusi ekonomi dari kekayaaan SDA dapat diamati dalam 

perkembangan sebagian besar ekonomi negara-negara berkembang 

yang masih mengandalkan sektor primer seperti pertambangan, 

perikanan, dan perkebunan sebagai penggerak roda perekonomian.  

Permintaan terhadap komoditas SDA di pasar global terus mengalami 

peningkatan, terutama dipicu laju pertumbuhan penduduk yang 

membutuhkan lebih banyak suplai bahan baku makanan, dan 

industrialisasi yang mengonsumsi lebih banyak energi fossil. Hal ini 

menempatkan sumber daya alam sebagai sumber kekuatan ekonomi 

di tengah masih tingginya permintaan dan kebutuhan masyarakat 

global terhadap berbagai komoditas hasil pertanian, perkebunan, dan 

perikanan, serta tambang dan energi. Aset kekayaan SDA telah 

memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian banyak 

negara melalui penciptaan lapangan pekerjaan, pembangunan 

ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat (Peipei et 

al., 2023). 

1. KONTRIBUSI PERTAMBANGAN MINERAL DAN ENERGI  

Tingginya permintaan terhadap komoditas tambang dan energi di 

pasar dunia telah mendukung pertumbuhan industrialisasi di 

banyak negara. Hal ini merupakan salah satu bukti kongkrit peran 

sumber daya dalam perekonomian global. Beberapa studi telah 

memberikan hasil kajian empirik untuk mendukung argumentasi 

tersebut. Ericsson & Löf (2019) menggunakan Mining Contribution 

Index WIDER (MCI-Wr) untuk menggambarkan kontribusi hasil 

sumber daya alam terhadap perekonomian negara-negara 

penghasil SDA melalui indikator nilai produksi, ekspor mineral, 
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pengeluaran eksplorasi, dan rente mineral terhadap PDB. 

Berdasarkan indeks ini, terdapat beberapa negara di dunia yang 

menunjukkan kenaikan peringkat sangat positif pada periode 2016 

dibandingkan dengan kondisi mereka pada periode 1996. Republik 

Demokratik Kongo, salah satunya, peringkatnya meningkat tajam 

dari urutan ke-29 pada tahun 1996 ke urutan pertama pada tahun 

2016. Diikuti oleh Burkina Faso dan Mali yang juga naik peringkat 

secara signifikan ke urutan kedua dan ketiga. 

 Tabel 1.1 20 Besar Negara berdasarkan Mining Contribution 

Indeks WIDER (MCI-Wr)  

 

2. KONTRIBUSI PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  

Tidak hanya di sektor pertambangan dan energi, meningkatnya 

populasi dunia juga membutuhkan ketersediaan pangan dan bahan 

pokok yang memadai. Untuk itu, sektor pertanian, perkebunan, 

peternakan, dan perikanan berkembang menjadi sektor industri 

penting di beberapa negara. Hal ini terjadi karena semakin 
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terbatasnya lahan yang tersedia untuk pengembangan, budidaya, 

dan produksi, serta tantangan kerusakan lingkungan dan 

perubahan iklim yang dapat berimplikasi terhadap persoalan 

ketersediaan dan ketahanan pangan. 

Dalam konteks ketahanan pangan, berbagai studi telah 

menunjukkan peran strategis dari sektor pertanian dalam 

meningkatkan ketahanan pangan global. Tidak hanya negara-

negara berkembang, negara-negara maju telah melakukan upaya 

serius melalui riset dan investasi di sektor pertanian dalam rangka 

meningkatkan ketersediaan pangan di negaranya (Pawlak & 

Kołodziejczak, 2020). Sektor perikanan juga menjadi komoditas 

pangan yang dianggap penting karena kontribusinya terhadap 

ketersediaan nutrisi protein bagi manusia. Berdasarkan data 

Organisasi Pangan Dunia FAO, kontribusi sektor akuakultur dan 

perikanan menyediakan 17% dari seluruh nutrisi hewani yang 

digunakan manusia. (Boyd et al., 2022). 

E. Studi Kasus 

1. Negara-negara Arab Teluk – Eksportir Minyak dan Gas  

Arab Saudi dan Kekuatan OPEC  

Meskipun pandangan negatif terhadap ekonomi berbasis SDA lebih 

populer dalam banyak pembahasan ekonomi politik, tidak berarti 

bahwa pandangan ini dapat sepenuhnya menjelaskan fenomena 

negara-negara dengan kekayaan SDA yang berlimpah. Beberapa kasus 

justru membuktikan sebaliknya, kekayaan SDA menjadi kekuatan 

yang mampu diterjemahkan sebagai kekuatan politik negara. Arab 

Saudi, misalnya, adalah salah satu negara dengan sumber minyak yang 

berlimpah dan menjadi salah satu negara kunci dalam organisasi 

negara-negara eksportir minyak OPEC.  

Menurut data Badan Informasi Energi (EIA) Amerika Serikat, Arab 

Saudi merupakan produsen minyak mentah dan kondensat tertinggi 

ketiga di dunia, eksportir minyak mentah terbesar dunia, dan 
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produsen minyak mentah utama OPEC pada tahun 2022 (EIA.gov). 

Kekuatan migas ini telah memberikan ruang dan fleksibilitas bagi 

Arab Saudi untuk menjalin kerjasama luar negeri dan mempengaruhi 

isu-isu penting dunia. Demmelhuber (2019) menganggap Arab Saudi 

sebagai an aspiring regional hegemon untuk menggambarkan 

pengaruh negara kerajaan ini di kawasan Timur Tengah yang semakin 

mapan, dan secara bersamaan membangun independensi politik luar 

negerinya dari bayang-bayang Amerika Serikat. Sebelumnya, politik 

internasional Arab Saudi selalu diasosiasikan dengan pengaruh AS di 

kawasan, namun belakangan, setelah Raja Salman didaulat untuk 

melanjutkan pemerintahan upaya reformasi dan diversifikasi terus 

dilakukan termasuk dalam diversifikasi ekonomi dan kerjasama luar 

negeri.  

Persatuan Emirat Arab, Sovereign Wealth Fund & Humanitarian 

Diplomacy 

Demikian halnya dengan PEA, yang selama ini dikenal sebagai pusat 

perdagangan internasional untuk pasar Timur Tengah dan Afrika, 

pendapatan dari sektor migas telah memberikan kontribusi signifikan 

terhadap pembangunan ekonomi negara federasi emirat tersebut. 

Upaya diversifikasi dari ketergantungan terhadap sektor migas 

ditunjukkan dengan perkembangan pesat di berbagai sektor industri 

terutama sektor jasa perbankan, keuangan, investasi, dan juga 

pariwisata. Siapa yang tidak mengenal maskapai Emirate, salah satu 

perusahaan jasa penerbangan terbaik dunia, atau Drydocks World, 

salah satu perusahaan terbesar dunia di bidang jasa kelautan dan 

layanan lepas pantai di sektor minyak, gas, dan energi. Keberhasilan 

dalam pengelolaan ekonomi berbasis SDA migas ini telah 

mengantarkan PEA menjadi salah satu dari 40 negara dengan indeks 

tertinggi di bidang pembangunan manusia Human Development Index 

UNDP (Siddiqui & Afzal, 2022).  

Keberhasilan pengelolaan ekonomi dan diversifikasi sektor industri 

berbasis SDA memberikan ruang gerak yang relatif fleksibel dan 

signifikan dalam penyelenggaraan politik luar negeri PEA. 
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Berdasarkan data Bank Dunia, di antara negara-negara anggota Gulf 

Cooperation Council (GCC), PEA berada di urutan paling rendah kedua 

setelah Bahrain terkait dengan persentase kontribusi hasil SDA 

terhadap PDB yaitu sebanyak 16,75 persen pada 2019. Sementara itu, 

Kuwait, Oman, dan Arab Saudi berada pada urutan tiga tertinggi yaitu 

masing-masing 42,65 persen, 26,67 persen, dan 24,08 persen.  

Semakin berkurangnya pangsa sektor SDA dalam struktur ekonomi 

PEA dapat memberikan gambaran keberhasilan upaya diversifikasi 

negara federasi emirat tersebut (Shadab, 2023). Pendapatan 

perkapitanya meningkat secara signifikan dari US$ 31,722 pada 2009 

menjadi US$ 53,708 pada 2022. Diversifikasi ekonomi dilakukan 

diantaranya dengan mendorong keterbukaan ekonomi salah satunya 

melalui kebijakan perdagangan luar negeri yang menempatkan PEA 

sebagai pusat pengolahan dan re-export produk-produk dari berbagai 

negara ke pasar Timur Tengah, Afrika, serta Eropa (Shadab, 2021). 

Pendirian zona perdagangan dan ekonomi bebas, seperti Jebel Ali Free 

Zone, dan Ras AlKhaimah Economic Zone, menempatkan peran dan 

posisi strategis PEA dalam geoekonomi Timur Tengah dan Afrika.  

 

Gambar 1.3 Jabal Ali Free Zone (JAFZA) Persatuan Emirat Arab 

Sumber: www.arabianbusiness.com 
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Dalam konteks politik luar negeri, kapabilitas ekonomi ini 

dimanfaatkan setidaknya dalam beberapa bentuk kekuatan lunak 

meliputi investasi dan bantuan luar negeri. Abu Dhabi Investment 

Authority (ADIA) merupakan kendaraan strategis yang dibentuk oleh 

Pemerintah PEA untuk mengelola sovereign wealth funds (SWF) 

sebagai salah satu instrumen investasi pemerintah di berbagai negara. 

ADIA berada pada peringkat ketiga dari 10 lembaga pengelola SWF 

terbesar dunia dengan aset mencapai US$ 683 miliar pada 2020 

(Jumaniyazov, 2021).  

Penanaman modal dilakukan pada proyek-proyek strategis yang 

menguntungkan, memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi negara tujuan, serta sejalan dengan visi diversifikasi 

ekonomi PEA. Beberapa diantaranya seperti investasi pada proyek 

energi hijau di India, ADIA menargetkan investasi sebesar US$ 200 

juta pada Greenko Group, suatu grup perusahaan energi yang 

bermarkas di Hyderabad (Barman, 2016), investasi pada sektor 

properti komersil di Australia, ADIA menanamkan modal melalui 

Qualitas, salah satu perusahaan terdaftar di bursa saham Australia, 

untuk membiayai kredit dan ekuitas pribadi sebesar US$ 449 juta 

(Jackson, 2023). Keberadaan investasi ini tidak hanya meningkatkan 

hubungan baik dengan negara-negara tujuan investasi, tetapi juga 

memperkuat citra PEA sebagai negara dengan kapabilitas ekonomi 

yang kuat di dunia.  

Perluasan pengaruh global ini juga dilakukan melalui keterlibatan 

aktif dalam isu-isu pembangunan dan kemanusiaan global. 

Pemerintah PEA adalah salah satu negara yang aktif memberikan 

bantuan vaksin COVID-19 ke negara-negara berkembang di Asia dan 

Afrika. Di mulai dari dalam negeri, bantuan vaksin diberikan kepada 

para pekerja asing terutama mereka yang berasal dari negara-negara 

berkembang dan terimbas secara ekonomi akibat pembatasan 

mobilitas sosial ekonomi pada masa pandemi. Mobilitas bantuan 

vaksin kemudian diperluas ke negara-negara lain dengan 

memanfaatkan sarana dan prasarana transportasi laut dan udara yang 
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sebelumnya telah digunakan secara massif untuk aktivitas 

perdagangan internasional.  

Tidak kalah pentingnya adalah strategi PEA dalam memperkuat citra 

negaranya melalui berbagai pendekatan kekuatan lunak dalam 

strategi politik luar negerinya. Hal ini antara lain diterjemahkan 

dengan membentuk Dewan Kekuatan Lunak (Soft Power Council) pada 

Mei 2017 yang telah mengantarkan PEA sebagai salah satu dari 10 

negara dengan kekuatan lunak terbesar dunia dalam Global Soft Power 

Index 2022 (Maini, 2022).  

PEA dikenal masyarakat luas salah satunya menjadi sponsor klub bola 

ternama dunia Real Madrid yang berbasis di Spanyol (Ribé, 2020). 

Sejak kerjasama sponsorship dengan PEA pada 2011, klub Real 

Madrid termasuk salah satu yang paling populer di dunia sepak bola 

dengan 22 gelar juara. Sebab itu, pemasangan logo di baju pemain 

adalah hal yang strategis untuk para pelaku bisnis karena permainan 

sepak bola klub Real Madrid disaksikan oleh jutaan penonton dari 

seluruh dunia. Selain itu diperkirakan penjualan souvenir dan barang-

barang berlogokan klub Real Madrid dan sponsor melalui portal 

penjualan daring Amazon mencapai US$ 3,21 juta (Jonczyk-Gwizdala 

& Mauricio, 2022).   

Qatar, News Power – AlJazeera, dan Diplomasi Olahraga 

Qatar adalah contoh lain dari negara yang relatif berhasil 

mengkapitalisasi kekayaan sumber daya alamnya untuk 

meningkatkan kemampuan negara dalam kancah politik global. 

Meskipun berstatus sebagai salah satu negara dengan populasi 

terkecil, Qatar dikategorikan dalam negara-negara dengan tingkat 

pendapatan tinggi dunia. Berdasarkan data World Bank, PDB per 

kapita Qatar meningkat tajam dari US$ 66.858 pada 2021 menjadi US$ 

87.661 pada 2022, jauh diatas rata-rata negara dengan pendapatan 

tinggi yaitu US$ 49.557.  

Dalam urutan negara-negara berpendapatan tinggi, Qatar berada pada 

peringkat ke-9 sebagai negara dengan pendapatan tertinggi versi 
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Bank Dunia (data.worldbank.org). Sebagian besar pendapatan ini 

masih disumbang oleh sektor minyak dan gas yang telah membiayai 

banyak proyek infrastruktur strategis, sehingga meningkatkan daya 

tarik Qatar sebagai salah satu negara destinasi investasi global paling 

menarik di wilayah Teluk (Kamrava, 2015).  

Performa ekonomi tinggi ini merupakan modalitas strategis bagi 

negara-negara Teluk untuk menyelenggarakan politik luar negerinya 

di kancah dunia. Qatar, misalnya, mengkapitalisasi kemampuan 

ekonominya untuk mempengaruhi persepsi dunia dalam beragam isu 

global melalui stasiun televisi Al Jazeera (Álvarez-Ossorio & Rodríguez 

García, 2021). Sebagai stasiun televisi yang didanai oleh pemerintah, 

beberapa pemberitaan Al Jazeera dalam isu-isu di Timur Tengah, 

seperti peristiwa Musim Semi Arab, kejatuhan Presiden Husni 

Mubarok di Mesir, dan dukungan terhadap kelompok oposisi Presiden 

Syria Bashar Al-Asad, dianggap merefleksikan kepentingan politik 

Qatar (Al Nahed, 2015).  

Kendati demikian, jangkauan global pemberitaan Al Jazeera dengan 

perwakilan kantor internasional di beberapa negara disertai dengan 

konten pemberitaan yang kritis dan tajam juga mendapatkan apresiasi 

global, salah satunya terpotret dalam 50 portal berita dengan 

pertumbuhan paling cepat ketiga setelah Times of Israel, dan 

Newsweek versi Press Gazette pada akhir 2023 (Majid, 2023). 

Perkembangan pesat ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan aktif 

pemerintah Qatar dalam memediasi konflik Israel dan Palestina yang 

dianggap sebagai tragedi kemanusiaan dan genosida.  

Selain dalam bentuk bantuan kemanusiaan, kekuatan ekonomi 

negara-negara Arab Teluk juga dikapitalisasi dalam bidang olahraga 

yang banyak menjadi perhatian publik tidak hanya di dalam negeri, 

tetapi juga masyarakat dunia yaitu sepak bola. Meskipun dibayang-

bayangi oleh krisis dan pelemahan ekonomi global pada masa 

pandemi, Qatar berhasil menjadi negara Arab pertama penyelenggara 

Piala Dunia 2022, dan untuk pertama kalinya di kawasan Timur 

Tengah (Jewell, 2022).  
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Piala Dunia merupakan salah satu program olah raga paling bergengsi 

yang disaksikan oleh jutaan penonton dari seluruh dunia. Kehadiran 

para pengunjung memberikan potensi signifikan terhadap 

perekonomian Qatar, termasuk dari mobilitas pengunjung, 

penginapan, hingga pembelian dan konsumsi mereka selama menetap 

untuk mengikuti pertandingan dari perwakilan negara masing-

masing.  

Di sektor penerbangan misalnya, Qatar Airways, sebagai maskapai 

milik pemerintah Qatar, melaporkan lonjakan pendapatan hingga 100 

persen pada 2022. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah 

penumpang secara drastis pada saat penyelenggaraan Piala Dunia 

2022, dimana Qatar Airways digandeng sebagai mitra resmi maskapai 

penerbangan oleh penyelenggara (Ward-Glenton, 2023). Secara 

umum, berdasarkan data Otoritas Statistik dan Perencanaan (PSA) 

pemerintah Qatar, pendapatan seluruh sektor keramahtamahan 

(hospitality) meningkat secara signifikan antara 106 persen dan 365 

persen pada saat penyelenggaran Piala Dunia 2022 (Perumal, 2023). 
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BAB 2  
PARADOKS KEBERLIMPAHAN, DUTCH 

DISEASE, DAN KUTUKAN SUMBER 

DAYA ALAM 
 

Bab ini akan mendiskusikan salah satu pandangan yang cukup populer 

dalam studi ekonomi politik sumber daya alam yaitu Resource Curse 

theory, teori kutukan sumber daya alam. Teori ini banyak digunakan 

dalam studi ekonomi dan politik yang membahas kondisi negara-

negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah, namun berada dalam 

kondisi perekonomian yang kurang berkembang. Meskipun tidak 

dapat menjadi suatu generalisasi, pandangan ini menarik banyak 

perhatian akademisi dan peneliti, salah satunya karena gejala 

ekonomi ini masih terjadi di beberapa negara penghasil komoditas 

energi dunia. Sebab itu, bab ini berupaya untuk menguraikan 

beberapa hal mendasar terkait dengan tesis kutukan SDA, antara lain 

tentang asal-muasal konsep tersebut, definisi konseptual, serta 

fenomena yang terjadi di sejumlah negara dalam rangka memberikan 

gambaran yang lebih jelas tentang gejala ekonomi tersebut. 

A. Asal Muasal Konsep  

Pada bagian pertama ini, artikel ini mencoba menelusuri sejarah 

penggunaan istilah ‘kutukan SDA’ dalam pembahasan terdahulu untuk 

memahami latar belakang munculnya etimologi ini. Penggunaan 

ungkapan kutukan sumber daya alam (resource curse) seringkali 

dikaitkan dengan sebutan lainnya yaitu paradoks keberlimpahan 

(paradox of plenty). Pada dasarnya, kedua ungkapan ini memiliki 

maksud yang relatif sama yaitu ingin memberikan gambaran antara 

kekayaan SDA dengan kondisi perekonomian negara-negara 

penghasilnya yang cenderung kurang berkembang. Leibbrandt & 

Lynham (2018) memberikan pengertian sederhana tentang istilah 
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paradoks keberlimpahan bahwa ungkapan ini merupakan suatu hasil 

dari pengamatan terhadap negara-negara yang berlimpah dengan 

SDA tetapi kondisi ekonomi mereka lebih buruk daripada negara-

negara yang kekurangan SDA.  

Tidak hanya itu, ketidakmampuan negara-negara tersebut dalam 

mengelola pendapatannya dari SDA berimplikasi terhadap instabilitas 

sistem politik, lemahnya institusi-institusi dalam politik 

pemerintahan, hingga rendahnya kualitas pembangunan manusia 

khususnya dalam beberapa kasus yang terjadi di negara berkembang. 

Hal ini kemudian digambarkan sebagai suatu kutukan SDA (Cui et al., 

2023). Pendapatan dari sumber daya alam yang seharusnya dapat 

mengakselerasi pembangunan ekonomi dan industrialisasi, sehingga 

dapat menguntungkan perekonomian suatu negara, dalam 

kenyataannya tidak sepenuhnya demikian. Sebab itu, ungkapan ini 

terus berkembang menjadi salah satu kacamata analisis untuk 

mendalami fenomena sosial ekonomi di negara-negara kaya SDA.  

Namun demikian, sebelum pandangan ini digunakan secara luas 

dalam studi ekonomi politik SDA, istilah Dutch Disease (Penyakit 

Belanda) lebih dulu dikenal untuk pertama kalinya dalam koran the 

Economist edisi 26 November 1977 (Mien & Goujon, 2022). Penyakit 

Belanda merupakan ilustrasi kondisi perekonomian Belanda pada 

tahun 1970an yang mengalami ketidakseimbangan antara performa 

eksternalnya dengan kondisi di dalam negerinya. Dari segi eksternal, 

kinerja ekspor gas merupakan faktor yang memperkuat mata uang 

guilder dan berkontribusi terhadap ketersediaan cadangan devisa 

Belanda pada masa itu.  

Sementara di dalam negeri, beberapa indikator makroekonomi dan 

industri justru menunjukkan kondisi sebaliknya, dimana 

produktivitas industri cenderung mengalami pelemahan, investasi 

korporasi mengalami penurunan signifikan, dan melonjaknya 

persentase pengangguran. Diantara faktor penyebabnya adalah 

meningkatnya ketergantungan terhadap pendapatan ekspor gas yang 

sebagian besar di jual ke beberapa negara Eropa lainnya termasuk 
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Jerman Barat, Belgia, Perancis, dan Italia, sedangkan industri non-

migas di dalam negeri cenderung kurang mendapat perhatian. Selain 

itu, pendapatan ekspor dimanfaatkan diantaranya untuk berinvestasi 

di luar negeri, sehingga penciptaan lapangan kerja di dalam negeri 

semakin terbatas, ditambah dengan melonjaknya alokasi anggaran 

pemerintah hingga mendekati separuh dari total produk domestik 

bruto (PDB) Belanda pada periode 1973-1975 (The Economist, 1977).   

Gejala Penyakit Belanda pada dasarnya terjadi antara lain karena 

tingginya potensi pendapatan dari hasil sumber daya alam sehingga 

menyebabkan peralihan prioritas kebijakan ekonomi yang lebih 

berorientasi kepada eksploitasi ekonomi berbasis komoditas SDA. 

Terdapat kecenderungan dimana negara-negara dengan 

keberlimpahan SDA berupaya untuk mengambil keuntungan sebesar-

besarnya dari lonjakan harga komoditas SDA di pasar global. Hal ini 

berimplikasi terhadap melemahnya performa sektor manufaktur dan 

industri lainnya. Kenaikan harga komoditas minyak dunia, menurut 

beberapa hasil penelitian, telah memicu pelemahan ekspor produk 

non-sumber daya alam secara signifikan, dan penurunan nilai tambah 

dari sektor manufaktur di negara-negara kaya SDA (Taguchi & 

Khinsamone, 2018).  

Selain itu, meningkatnya pendapatan ekspor dari sektor sumber daya 

alam juga berimplikasi terhadap menguatnya nilai tukar mata uang 

domestik terhadap mata uang asing, sehingga produk ekspor dari 

sektor lainnya cenderung menjadi lebih mahal sehingga tidak 

kompetitif di pasar internasional (Asiamah et al., 2022). Kondisi ini 

dapat dijumpai diantaranya di negara-negara Afrika yang memiliki 

keberlimpahan SDA namun seringkali dihadapkan kepada kerentanan 

fluktuasi harga komoditas global.  

Nigeria misalnya, sebelum terjadi lonjakan harga minyak global pada 

1970an, sektor pertanian merupakan penyumbang pendapatan 

ekspor utama bagi negara tersebut. Namun sejak terjadi lonjakan 

harga minyak dunia, ekspor minyak menjadi penghasil devisa terbesar 

Nigeria dan berimplikasi terhadap turunnya daya tarik investasi di 
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sektor lainnya. Alhasil, produktivitas sektor pertanian terus melemah 

dan tidak lagi menjadi sektor ekonomi utama dalam perekonomian 

Nigeria (Ike et al., 2023). 

Dalam perkembangannya, konsep resource curse relatif lebih populer 

digunakan studi Ekopol SDA daripada dutch disease. Secara kuantitatif, 

penggunaan terminologi resource curse thesis dalam artikel ilmiah 

yang terindeks dalam basis data Google Scholar meningkat secara 

dramatis dari hanya 13 artikel pada 1995, menjadi 543 artikel pada 

2005, dan 2.360 artikel pada 2015 (Papyrakis, 2017). Meski demikian, 

kedua hal ini tampaknya sulit untuk dipisahkan karena saling 

berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Istilah tesis kutukan 

sumber daya untuk pertama kalinya diperkenalkan dalam Resource 

Curse Thesis (1993) karya Richard Auty, seorang pakar geografi 

ekonomi (Ross, 2015). Konsep ini merujuk kepada kondisi sebagian 

negara kaya minyak khususnya di Afrika, Timur Tengah, dan Amerika 

Latin yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih rendah, daripada 

negara-negara dengan sedikit kekayaan SDA (Badeeb et al., 2017). 

B. Definisi Konseptual 

Pengertian ‘tesis’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan 

suatu pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen 

dikemukakan dalam suatu karangan, naskah akademik, atau karya 

ilmiah. Tesis Kutukan Sumber Daya merujuk kepada suatu teori, 

premis, hipotesis yang menggambarkan seakan-akan bahwa kekayaan 

sumber daya alam menjadi suatu kutukan bagi negara-negara yang 

memilikinya. Kata ‘kutukan’ sendiri cenderung berkonotasi negatif 

yang menggambarkan suatu hinaan, celaan, dan cercaan terhadap 

negara-negara kaya sumber daya alam melalui keadaan sosial dan 

pembangunan ekonomi mereka.  

Sebab itu, tesis ini dikaitkan dengan fenomena negatif dalam kondisi 

sosial politik di berbagai negara berkembang yang memiliki kekayaan 

alam berlimpah, namun mereka dianggap gagal memanfaatkan 

keberlimpahan ini untuk mencapai tingkat pembangunan ekonomi 
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yang berkelanjutan (Narh, 2023). Kendati demikian, ‘kutukan’ dalam 

istilah ini sesungguhnya tidak bermakna bahwa kekayaan alam 

memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu 

negara. Dalam realitanya, fenomena yang terjadi adalah distorsi dalam 

pengelolaan ekonomi yang terkonsentrasi dalam eksploitasi SDA 

(Aljarallah & Angus, 2020). 

Hasilnya terdapat dua potret yang saling bertolak belakang yaitu 

negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi lambat dan 

terbelakang, dan negara-negara yang mengalami pertumbuhan 

ekonomi pesat sehingga membawa mereka menjadi negara maju. 

Kontribusi signifikan sumber daya alam terhadap perekonomian 

sebagian besar terjadi di negara-negara maju, seperti Australia, 

Kanada, Norwegia, Amerika Serikat, dan Inggris, sedangkan situasi 

sebaliknya terjadi di sebagian negara berkembang yang memiliki 

kekayaan migas berlimpah (Ajide, 2022). 

C. Keberhasilan Negara Arab Teluk 

Meski demikian, beberapa negara berkembang berhasil 

memanfaatkan kekayaan sumber daya minyak untuk mempercepat 

pembangunan ekonomi, sehingga mereka berhasil masuk dalam 

kategori negara-negara dengan pendapatan perkapita tinggi dunia. 

Hal ini dapat diamati dalam perkembangan ekonomi negara Arab 

Teluk seperti Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab (PEA), Kuwait, dan 

Qatar. Arab Saudi, misalnya, adalah negara yang sangat populer 

dengan kekayaan migasnya. Sektor migas berkontribusi sekitar 50 

persen terhadap total PDB Arab Saudi, dan mendominasi pendapatan 

ekspor sebesar 70 persen dari total ekspor (Hassan, 2020).  

PEREKONOMIAN ARAB SAUDI --- Berdasarkan data World Bank, pada 

tahun 2022, pendapatan per kapita Arab Saudi menembus sekitar US$ 

30,500, melonjak lebih dari 100 persen dibandingkan nilai PDB per 

kapitanya sebesar US$ 15,064 pada tahun 2009. Signifikansi 

pertumbuhan ekonomi ini dapat dihubungkan dengan 

penyelenggaraan kebijakan-kebijakan strategis oleh pemerintah Arab 
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Saudi dalam beberapa tahun terakhir, khususnya melalui Saudi Vision 

2030.  

Melalui visi jangka panjang ini, pemerintah Arab Saudi berupaya 

untuk terus mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap sumber 

pendapatan migas dengan berinvestasi di industri non-migas, dan 

membuka ruang kerjasama yang lebih luas dengan para investor 

global untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan 

pemerataan pembangunan di negara tersebut. Hal ini dilakukan 

setidaknya untuk beberapa alasan antara lain mengantisipasi 

pertumbuhan penduduk usia produktif yang membutuhkan lebih 

banyak lapangan pekerjaan, mengatasi potensi dampak negatif dari 

fluktuasi harga minyak global, dan mencapai pertumbuhan ekonomi 

berkelanjutan salah satunya dengan mendorong sektor energi baru 

dan terbarukan, dan pembangunan ramah lingkungan yang dianggap 

sangat kritis dalam masa depan pembangunan ekonomi nasional 

suatu negara (Amran et al., 2020; Nurunnabi, 2017).  

 

Gambar 2.1 Profil Ekonomi Negara Kaya Migas di kawasan Teluk 

Arab 

PDB: US$ 1,1 trilyun 
PDB per kapita: US$ 30.447,9 
Pertumbuhan PDB: 8,7% (2022) 
Tingkat Pengangguran: 5% 
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Sumber: World Bank Data; Saudi Arabia Country Review – 
www.countrywatch.com 

PEREKONOMIAN PERSATUAN EMIRAT ARAB (PEA) -- Di antara 

sepuluh negara penghasil minyak terbesar di dunia adalah Persatuan 

Emirat Arab (PEA), sebagai rumah bagi sekitar 96% dari sekitar 100 

miliar barel cadangan minyak yang diketahui, menjadikannya negara 

keenam penghasil minyak terbesar dunia (Amran et al., 2020; 

Nurunnabi, 2017). Pendapatan perkapita PEA mencapai US$43.422 

pada tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang relatif 

stabil antara 4-5 persen (International Monetary Fund. Middle East 

and Central Asia Dept., 2022; Jha & Tandon, 2019).  

Dibandingkan negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC), PEA 

memiliki sumber pendapatan yang beragam. Hal ini terlihat dari 

sebagian besar pendapatan negara berasal dari perdagangan dan 

bisnis non-migas. Diversifikasi ekonomi merupakan kata kunci dalam 

pesatnya pertumbuhan ekonomi PEA. Keberhasilan diversifikasi 

ekonomi ditunjukkan dengan minimnya serapan tenaga kerja di 

sektor pertambangan yang hanya mempekerjakan 1% dari angkatan 

kerja pada tahun 2015, sementara industri seperti ritel, pariwisata, 

perhotelan, transportasi, maskapai penerbangan, dan perdagangan 

grosir tampaknya menjadi sektor yang menyerap banyak lapangan 

kerja dari mayoritas angkatan kerja. Strategi diversifikasi ekonomi 

dilakukan oleh pemerintah PEA dengan berinvestasi di sektor-sektor 

selain minyak, seperti real estate, keuangan, dan pariwisata, yang 

telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ekonomi 

(Nasir et al., 2019). 

D. Paradoks Keberlimpahan di Benua Afrika 

Kendati sebagian negara berhasil mengolah hasil SDA untuk 

menunjang pertumbuhan ekonomi mereka, sebagian negara lainnya 

cenderung mengalami kondisi sebaliknya, dimana kemiskinan relatif 

masih tinggi, banyaknya pengangguran pada penduduk usia produktif, 

disertai dengan konflik internal yang berimbas negatif terhadap 
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stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri. Di Afrika, salah 

satunya, kekayaan alam telah menjadi perebutan wilayah antar 

negara-negara kolonialisme Eropa sejak abad ke-19 yang disebut 

sebagai the Scramble for Africa.  Pada masa itu, Afrika justru belum 

dianggap sebagai sumber pasokan utama komoditas hasil alam yang 

banyak dibutuhkan di pasar global seperti batu bara, besi, minyak 

bumi, kapas, dan tembaga. Hanya karet yang mendominasi eksploitasi 

sumber daya alam di Afrika, sedangkan mayoritas pasokan komoditas 

hasil alam berasal dari Melayu Britania dan Hindia Belanda.  

Sekarang, Afrika adalah salah satu sumber utama pasokan energi, 

pertanian dan perkebunan, serta kekayaan mineral dan tambang 

dunia, seperti kromium, kobalt, platinum, kakao, dan kopi. Meskipun 

demikian, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi masih relatif 

rendah di negara-negara Afrika (Moti, 2019). Sebagian besar PDB per 

kapita negara-negara Afrika berada pada kelompok negara 

berpendapatan rendah. Bahkan, menurut Bank Dunia, PDB per kapita 

Afrika hanya menyumbang 3% dari pendapatan global. Selain itu, 

masalah kemiskinan terus melanda sebagian besar penduduk Afrika. 

Tidak hanya itu, kemiskinan dan kondisi ekonomi di Afrika juga dapat 

dikaitkan dengan rendahnya angka harapan hidup masyarakat di 

benua ini. Upaya pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan 

di kawasan ini belum membuahkan kemajuan yang berarti (العجوزة & 

2021 ,ابوزید ). 

Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap regulasi dan supremasi 

hukum di tengah keberlimpahan sumber daya alam ikut berkontribusi 

terhadap peningkatan jumlah pelanggaran hukum seperti kasus 

korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kerusakan lingkungan 

(Schorr & Damonte, 2021). Isu-isu ini tidak hanya berimplikasi 

terhadap aspek sosial ekonomi, dimana isu korupsi hasil sumber daya 

alam merugikan penerimaan negara, tetapi juga aspek politik 

keamanan, ketika penyimpangan regulasi, kerusakan lingkungan, dan 

pembagian hasil yang tidak adil telah memicu konflik di sejumlah 

negara kaya SDA (Kolstad & Søreide, 2009).   



 

 27 TRANSFORMASI EKONOMI POLITIK SUMBER DAYA ALAM 

 

PENGERTIAN PARADOX OF PLENTY -- Kondisi ini dipertegas kembali 

dalam konsep paradox of plenty yang dipopulerkan oleh Terry Lynn 

Karl dalam karyanya ‘the Perils of the Petro-State: Reflections on the 

Paradox of Plenty.’ Artikel ini mendiskusikan negara-negara kaya 

minyak seperti Iran, Venezuela, dan Nigeria yang masih menghadapi 

tantangan politik dan ekonomi serius, meskipun telah mengalami 

beberapa kali lonjakan harga minyak dunia yang seharusnya 

memberikan keuntungan dan stabilitas pembangunan ekonomi bagi 

negara-negara tersebut (Karl, 1999). Kata ‘paradoks’ menggambarkan 

situasi yang keliru dan bertentangan antara keadaan sebenarnya 

dengan keadaan seharusnya (Casti, n.d.). Cambridge Dictionary 

mendefinisikan kata ‘paradoks’ sebagai suatu situasi atau keadaan 

yang sepertinya mustahil atau sulit dimengerti karena berkaitan 

dengan dua kenyataan yang saling bertolak belakang (Cambridge 

Dictionary, 2013).  

Tidak jauh berbeda, Oxford English Dictionary memberikan pengertian 

kata ‘paradoks’ sebagai suatu keadaan yang memiliki kenyataan saling 

berseberangan, sehingga menjadi aneh dan sulit dimengerti. 

Sementara itu, keberlimpahan (plenty) menunjukkan suatu jumlah 

yang memadai, bahkan lebih dari cukup, untuk digunakan dengan 

tujuan tertentu (merriam-webster.com). Pengertian serupa juga 

didefinisikan dalam Britannica Dictionary, keberlimpahan adalah 

sesuatu dalam jumlah banyak dan dianggap cukup untuk 

dimanfaatkan dalam keperluan tertentu (Britannica). Singkatnya, 

pengertian paradoks keberlimpahan menggambarkan situasi yang 

bertentangan antara yang seharusnya, yaitu kekayaan alam menjadi 

sumber kekuatan ekonomi negara, dengan kenyataan yang terjadi, 

yaitu kemiskinan, pengangguran, dan permasalahan sosial ekonomi 

lainnya yang masih melanda negara-negara tersebut. 

Benua Afrika dapat menjadi suatu studi kasus dalam mengkaji 

keterkaitan antara kekayaan SDA dengan pembangunan ekonomi. 

Dengan kekayaan SDA yang berlimpah, sebagian penduduk Afrika 

masih berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem. Keberlimpahan SDA 

tidak memberikan dampak positif terhadap kemajuan ekonomi 
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sebagaimana yang diharapkan, tetapi justru mengarah pada 

perebutan kekuasaan dan konflik mengenai kekayaan alam yang 

terbatas (Muigua, 2020).  Beberapa negara Afrika Sub-Sahara menjadi 

perhatian terkait sumber daya alam dan pembangunan ekonomi. 

Wilayah ini dianugerahi dengan kekayaan alam yang berlimpah dan 

beraneka ragam. Beberapa diantaranya adalah Republik Demokratik 

Kongo, Ghana, Angola, Guinea, Senegal, dan Uganda merupakan 

eksportir komoditas strategis global seperti tembaga, emas, lithium, 

dan migas. Kendati demikian, kekayaan alam ini tidak serta merta 

membuat pembangunan ekonomi negara-negara tersebut 

berkembang secara pesat, bahkan cenderung lebih rendah daripada 

negara-negara di belahan dunia lainnya. 

Tabel 2.1 10 Negara dengan Persentase Ekspor BBM Terbesar 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan Rata-Rata PDB 

Perkapita Mereka 

Negara Ekspor 

BBM 

Terhadap 

Total 

Ekspor 

(%) 

Rata-rata 

PDB 

Perkapita 

(US$)  

  Tingkat 

Kemiskinan 

Ekstrem 

(%) 

  1990-

2000 

2001-

2010 

2011-

2020 

 

Irak 100 1.541 2.452 5.392 NA 

Venezuela  98 3.334 7.338 NA NA 

Aljazair  96 1.731 3.224 4.597 NA 

Kuwait 96 14.821 34.409 36.386 NA 

Angola  95 545 2.205 3.341 31,12 

Libya 94 6.561 8.524 10.130 NA 

Azerbaijan 93 493 2.767 5.776 NA 

Nigeria 91 971 1.427 2.471 30,86 

Guyana 88 763 2.455 5.872 NA 

Qatar 87 17.837 51.594 74.806 NA 

Sumber: data.worldbank.org (diolah), World Bank Poverty and Inequality 

Platform  
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KEMISKINAN NIGERIA – Negara ini acapkali menjadi rujukan studi 

kasus dalam menguraikan keterkaitan antara kekayaan SDA dengan 

pembangunan ekonomi (Dauvin & Guerreiro, 2017). Salah satu negara 

dengan kepemilikan cadangan dan produksi migas terbesar di dunia, 

Nigeria masih dikategorikan sebagai negara miskin dengan jumlah 

populasi terbanyak di benua Afrika, dan terbesar ketujuh di dunia. 

Bahkan dalam kurun waktu kurang dari setahun, terdapat kenaikan 

sekitar 3 juta penduduk Nigeria yang memiliki pendapatan kurang 

dari US$ 1,90, dari 86,9 juta penduduk pada Juni 2018 menjadi 91 juta 

jiwa pada Februari 2019 (Aderounmu et al., 2021; Oniemola, 2016).  

Kondisi kemiskinan ekstrem di Nigeria dikaitkan dengan tingginya 

angka pengangguran, dan kerusakan ekologi. Pembangunan industri 

migas tidak disertai dengan ketersediaan akses terhadap pendidikan 

yang memadai, sehingga banyak penduduk usia kerja menganggur 

karena tidak memiliki kecakapan dan keterampilan yang dibutuhkan 

oleh industri. Sebab itu, tingkat pengangguran usia muda di daerah ini 

mengalami peningkatan dari 21 persen pada 2009 menjadi 24 persen 

pada 2016. Banyak perusahaan migas yang beroperasi di Delta Niger, 

wilayah utama pengasil migas Nigeria, tidak mempekerjakan 

karyawan lokal, tetapi mengambil tenaga kerja dari luar, bahkan dari 

luar Nigeria (Persson, 2018).  

Secara bersamaan, ekspansi eksplorasi dan eksploitasi migas secara 

masif telah membawa dampak buruk terhadap lingkungan. Pertanian 

dan penangkapan ikan merupakan sumber pencaharian utama 

masyarakat Delta Niger sebelum ditemukannya sumber minyak di 

wilayah tersebut (Uchenna Bartholomew Nwokoma et al., 2022). 

Namun minimnya perhatian dan pengawasan terhadap potensi 

dampak negatif lingkungan dari operasional migas menyebabkan 

kerusakan ekologi serius yang berimbas langsung terhadap aktivitas 

pertanian masyarakat, dan ekosistem laut. Alhasil, banyak masyarakat 

kehilangan sumber mata pencaharian yang selama ini mereka tekuni, 

yaitu budidaya pertanian dan penangkapan ikan (Edeh & Udoikah, 

2018). 
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Kemiskinan di Delta Niger diilustrasikan oleh badan utama PBB untuk 

pembangunan internasional UNDP sebagai ketidakmampuan 

masyarakat untuk membayar biaya pendidikan anak, memenuhi 

kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan, tidak memiliki tempat 

tinggal, dan mengakses fasilitas kesehatan ketika sakit (Uchenna 

Bartholomew Nwokoma et al., 2022). Dalam aspek pendidikan, tidak 

hanya persoalan kemampuan finansial dari masyarakat, tetapi juga 

kurangnya ketersediaan fasilitas pendidikan di daerah Delta Niger 

yang membuat akses terhadap literasi dan ilmu pengetahuan semakin 

terbatas. Secara geografis, karakteristik daerah Delta Niger dicirikan 

dengan daerah pedesaan yang dipisahkan oleh anak sungai dan jalur 

perairan yang sulit dilintasi. Situasi ini membuat anak-anak harus 

menempuh jarak yang cukup jauh dengan keterbatasan sarana dan 

prasarana transportasi yang tersedia (Pepple, 2017). 

Dalam perkembangannya, pemerintah Nigeria terus berupaya untuk 

mengatasi masalah kemiskinan dengan menyelenggarakan beragam 

program yang diharapkan dapat memberdayakan masyarakat miskin 

dan meningkatkan kondisi perekonomian mereka.  Kebijakan 

pemerintah Nigeria ini meliputi Structural Adjustment Program (SAP) 

pada tahun 1986, National Economic Empowerment Development 

Strategy (NEEDS) pada tahun 2007, Subsidy Reinvestment and 

Empowerment Programme (SURE-P) dan Community Services Women 

and Youth Employment (CSWYE) pada tahun 2012. Tidak hanya itu, 

pemerintah Nigeria telah menerapkan sistem One Stop Investment 

Center (OSIC) sejak dua dekade terakhir dalam rangka mempercepat 

proses administrasi penanaman modal asing baik di sektor migas 

maupun non-migas. Selain itu, pemerintah juga memberikan 

kemudahan bagi perusahaan pribumi untuk berinvestasi dengan 

memberikan kelonggaran dalam fiskal (fiscal term) dan beberapa 

proyek strategis dengan tingkat risiko rendah.  

Di bidang kelestarian lingkungan, pada awal tahun 2000an, 

pemerintah Nigeria menerapkan peraturan pelarangan pembakaran 

gas alam hasil dari ekstraksi produksi migas, atau yang dikenal dengan 

No Flare Gas Policy. Sebagai tindak lanjut dari pelarangan ini, 
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pemerintah Nigeria membentuk aggregator company yang bertugas 

untuk menampung flare gas dan menjualnya kepada konsumen baik 

dalam bentuk lean gas atau LNG. Hasil dari penjualan dari flare gas ini 

digunakan oleh pemerintah Nigeria untuk membayar sebagian besar 

hutang luar negerinya, bahkan hal ini mendapatkan apresiasi dunia, 

diantaranya berupa penghargaan dan contoh baik bagi perlindungan 

lingkungan (polusi) dari World Bank.  

Kendati demikian, isu kemiskinan di Nigeria masih menjadi salah satu 

sorotan internasional karena kondisinya yang masih relatif 

memburuk. Besarnya kontribusi sektor migas dalam perekonomian 

menempatkan Nigeria sebagai salah satu negara yang rentan terhadap 

fluktuasi harga minyak global. Hal ini berpotensi untuk 

mempengaruhi indikator makroekonomi dan berkontribusi pada 

peningkatan tingkat kemiskinan dalam perekonomian. Sebagai contoh 

adalah ketika terjadi pemberhentian sanksi internasional terhadap 

Iran pada tahun 2015. Harga minyak dunia mengalami penurunan 

yang signifikan dari US$ 105 per barel menjadi US$ 37 per barel. 

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Nigeria mengalami pelemahan 

yang mengarah kepada krisis ekonomi selama periode triwulan 

keempat 2016 hingga triwulan kedua 2017.  

Kondisi makroekonomi ini semakin memperburuk situasi kemiskinan 

di Nigeria yang sudah berada dalam kondisi memprihatinkan 

sebelumnya (Agu & Nyatanga, 2020; Danaan, 2018). Studi Aderounmu 

et al. (2021) menunjukkan kemiskinan di Nigeria disebabkan karena 

tingginya angka pengangguran di negara tersebut. Tidak memiliki 

pekerjaan, penduduk miskin Nigeria berada dalam kondisi tidak 

memiliki penghasilan yang memadai untuk memenuhi kehidupan 

dasar mereka. Sektor ekonomi Nigeria masih terkonsentrasi pada 

bisnis migas, sehingga penciptaan lapangan pekerjaan pada sektor 

lainnya masih relatif terbatas. Untuk itu, banyak merekomendasikan 

agar diversifikasi ekonomi Nigeria dapat dilakukan secara optimal 

untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di negara tersebut. 
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Gambar 2.2 Kondisi Kemiskinan di Nigeria 
Sumber: www.twentydaily.com 

KEMISKINAN EKSTREM DI ANGOLA -- Kemiskinan merupakan salah 

satu isu utama dalam perkembangan sosial ekonomi Angola. 

Kekayaan alam berlimpah, tidak hanya minyak, tetapi termasuk 

antara lainnya berlian, emas, besi, dan uranium, tidak serta merta 

memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi Angola. 

Berdasarkan data World Bank, jumlah penduduk Angola dalam satu 

dekade terakhir bertambah secara signifikan sekitar 40 persen, dari 

25,2 juta pada 2012 menjadi 35,6 juta pada 2022 

(data.worldbank.org). Meski demikian, angka harapan hidup Angola 

berada termasuk yang paling rendah di benua Afrika yaitu 48,8 tahun 

untuk perempuan, dan 44,9 tahun untuk laki-laki. Ditambah dengan 

angka kematian anak di bawah umur 5 tahun yang cukup tinggi, yaitu 

220 balita per seribu kelahiran hidup, malnutrisi ditengarai sebagai 

salah satu faktor penyebab kondisi gizi buruk yang berdampak 

terhadap kematian anak di Angola (García-Rodríguez et al., 2015).  

Demikian pula pada aspek pendidikan, data Human Capital Index 

World Bank menunjukkan Angola masuk dalam urutan 10 negara 
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dengan indeks pembangunan manusia terendah yang 

mengkombinasikan asesmen terhadap aspek kesehatan dan 

pendidikan untuk memotret pembangunan manusia di suatu negara 

(data.worldbank.org). Sebab itu, World Economic Forum 

menempatkan Angola pada peringkat ke-135 dari 140 negara dalam 

pilar Pendidikan Dasar dan Kesehatan Global Competitiveness Index 

2022 (Garwi, 2023). 

Minyak bumi telah menjadi sumber utama pendapatan nasional 

Angola terutama melalui aktivitas ekspor. Berdasarkan data World 

Bank, ekspor BBM masih mendominasi perdagangan luar negeri 

Angola sebesar 95 persen dari total ekspor, namun negara tersebut 

termasuk sebagai salah satu negara dengan kondisi kemiskinan 

ekstrim paling tinggi di dunia, yaitu sebanyak 31,12 persen dari total 

populasi. Kondisi relatif sama ditemui di Nigeria, dimana tingkat 

kemiskinan ekstrem mencapai 30,86 persen dari jumlah keseluruhan 

penduduk. Padahal, besaran persentase ekspor BBM terhadap total 

ekspor berada pada urutan kedelapan terbesar di dunia yaitu 91 

persen. Kondisi kemiskinan ekstrem ini merujuk kepada populasi 

yang hidup di bawah US$ 2,15 per hari, sebagai standar garis 

kemiskinan internasional. 

Angola dan Nigeria merupakan bagian dari negara-negara penghasil 

minyak terbesar di benua Afrika. Kedua negara tersebut mampu 

memproduksi minyak antara 1-1,5 juta barel per hari, dan menjualnya 

di pasar ekspor yang kemudian menjadi salah satu penghasil devisa 

utama serta membiayai anggaran pemerintah (Bashiru et al., 2022; 

García-Rodríguez et al., 2015). Penghasilan dari minyak adalah 

sumber daya utama anggaran pemerintah untuk mendukung 

program-program strategis pemerintah seperti pembangunan 

infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sektor minyak masih 

menjadi primadona ekonomi bagi kedua negara, meskipun upaya 

untuk mendiversifikasi ekonomi terus dilakukan dalam rangka 

meningkatkan kontribusi ekonomi dari industri non-migas.  
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Untuk meningkatkan invetasi asing di sektor migas, pemerintah terus 

berupaya untuk memperbaiki iklim investasi di dalam negeri salah 

satunya dengan menyesuaikan beragam masukan dari lembaga 

keuangan internasional seperti International Monetary Fund (IMF) 

yang telah memberikan dana tambahan ke Pemerintah Angola sebesar 

US$ 4,5 milyar sejak 2018. Pentingnya memastikan aturan penanaman 

modal yang ramah terhadap investor asing adalah untuk menjamin 

produktivitas sektor minyak dapat berjalan secara optimal, karena 

tingginya biaya yang dibutuhkan untuk operasional dan 

pengembangan, serta kebutuhan terhadap dukungan teknologi yang 

memadai, dan semua faktor tersebut sebagian besar dimiliki oleh 

korporasi-korporasi global.  

KETERGANTUNGAN PENDAPATAN HASIL MIGAS - Ketergantungan 

ekonomi terhadap ekspor minyak menempatkan Angola sebagai salah 

satu negara yang rentan terhadap gejolak harga minyak dunia. Hal ini 

tercerminkan diantaranya dalam pertumbuhan ekonomi Angola 

dalam beberapa tahun terakhir yang mengalami pelambatan akibat 

melemahnya harga minyak dunia, dan turunnya permintaan minyak 

mentah dari Amerika Serikat (AS) (Salah Ovadia, 2018). Terdapat 

hubungan yang signifikan antara produksi minyak dengan 

pertumbuhan ekonomi di Angola, terutama karena tingginya 

ketergantungan terhadap pasar ekspor yang rentan terhadap gejolak 

pasar global (Mohammed, 2018).  

Pertumbuhan ekonomi Angola sempat mencapai 14,9 persen per 

tahun ketika harga komoditas minyak global meningkat secara tajam 

pada 2002-2008. Dianggap sebagai salah satu negara dengan 

pertumbuhan yang sangat cepat saat itu, Angola berhasil menurunkan 

utang sektor publik dari 49,9 persen menjadi 28,7 persen dari 

keseluruhan PDB. Namun keadaan sebaliknya terjadi ketika harga 

komoditas anjlok, Angola kembali memiliki rasio utang sektor publik 

yang tinggi pada periode 2012-2016 (Ufimtseva, 2019). Naik dan 

turunnya harga minyak dunia global memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja perekonomian Angola yang sebagian besar masih 

disumbang oleh pendapatan ekspor minyak. 
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Dalam perkembangannya, tingginya tingkat dependensi ekonomi 

terhadap pengelolaan sektor migas ikut mempengaruhi politik luar 

negeri Angola baik di level bilateral, maupun di forum multilateral. 

Peristiwa mundurnya Angola dari keanggotaan OPEC mengejutkan 

dunia sekaligus meninggalkan organisasi kartel minyak dunia itu 

dengan 12 anggota tersisa. Keputusan untuk keluar dari keanggotaan 

OPEC ini bukan suatu pilihan kebijakan yang mudah bagi Angola. Sejak 

keanggotaannya pada 2007, Angola bersama-sama dengan anggota 

OPEC lainnya telah menjadi salah satu penentu penting dalam 

dinamika harga minyak dunia.  

Namun dalam beberapa tahun terakhir dengan keterlibatan anggota-

anggota non-OPEC dalam kerangka kerjasama OPEC+, sejumlah 

keputusan organisasi justru dianggap kurang memberikan 

keuntungan terhadap kepentingan anggota, antara lain adalah 

keputusan untuk memangkas produksi minyak masing-masing negara 

anggota. Sebaliknya, negara anggota seperti Angola memandang 

kesepakatan ini sebagai satu hal kontraproduktif terhadap 

kepentingan nasionalnya yang masih terus menargetkan peningkatan 

kinerja industri minyak dalam upaya mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan menyelesaikan masalah pengangguran di dalam negeri 

(Kazanci, 2023; Lawler, 2023). 

KETIMPANGAN PENDAPATAN  --  Kekayaan sumber daya alam juga 

dikaitkan dengan tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat 

yang terjadi di beberapa negara Afrika Sub-Sahara. Berdasarkan 

World Inequality Database, sebagian besar pendapatan yang di 

wilayah ini hanya dikuasai oleh sekitar 10 persen kelompok terkaya 

(World Inequality Database 2023). Faktor harga komoditas dianggap 

sebagai salah satu penyebab utama tingginya ketimpangan 

pendapatan dan beberapa permasalahan ekonomi lainnya.  

Tingginya ketergantungan ekonomi terhadap pendapatan dari ekspor 

sumber daya alam menyebabkan kerentanan terhadap fluktuasi harga 

komoditas di pasar global. Ketika harga turun, pendapatan 

perusahaan yang bergantung kepada bisnis hasil SDA akan ikut 
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terdampak, termasuk penghasilan tenaga kerja di lapangan. Hal ini 

dapat mengurangi penerimaan devisa ekspor sehingga kemampuan 

pemerintah untuk membiayai program infrastruktur dan kebijakan 

pro masyarakat miskin juga menurun. 
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BAB 3  
SOVEREIGN FUND DAN UPAYA 

MENGHINDARI DUTCH DISEASE: 

NORWEGIA, DAN ARAB SAUDI  
 

A. Mengapa Sovereign Wealth Fund? 

Fenomena dutch disease (DD) termasuk istilah yang populer dalam 

kajian-kajian ekonomi politik sumber daya alam (EPSDA). DD merujuk 

kepada suatu keadaan negara yang mengalami lonjakan nilai tukar 

seiring dengan peningkatan ekspor komoditas secara signifikan, 

namun pada saat bersamaan melemahkan daya saing sektor non-

sumber daya (Asiamah et al., 2022). Potensi keuntungan besar dari 

ekspor komoditas dapat menggeser fokus kebijakan pemerintah 

sehingga mengabaikan industri-industri lainnya di luar sektor 

berbasis SDA.  Sementara itu, penguatan nilai tukar membuat harga 

produk-produk non-komoditas menjadi kurang kompetitif di pasar 

ekspor. Situasi ini dapat dianggap sebagai konsekuensi 

makroekonomi  dari fenomena resource curse (Ike et al., 2023).  

Sebagian literatur bahkan menyebutnya sebagai Groningen effect 

untuk mengenang perekonomian Belanda seusai penemuan gas 

Groningen pada 1959 (Bass, 2018). Lapangan gas Groningen, dikenal 

juga sebagai lapangan Slochteren, menyimpan cadangan gas 

berlimpah. Ditemukan pertama kali oleh the Nederlandse Aardolie 

Maatschappij (NAM), suatu perusahaan patungan antara Shell dan 

Esso, lapangan gas ini pada awalnya diperkirakan menyimpan 

cadangan gas sebanyak 60 milyar kaki kubik (bcm). Namun 

belakangan, estimasinya melonjak hingga 2.900 bcm, dimana lebih 

dari 2.000 bcm telah diproduksi pada 2017 (VAN DE GRAAFF et al., 

2018).  
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Istilah DD dipopulerkan pertama kalinya dalam terbitan the Economist 

edisi 26 November 1977 (Mien & Goujon, 2022) untuk memberikan 

ilustrasi kondisi ketidakseimbangan perekonomian Belanda yang 

lebih banyak menitikberatkan pada pendapatan ekspor komoditas 

gas, daripada pengolahan industri non-migas. Hasil gas Groningen 

dijual ke beberapa negara Eropa lainnya termasuk Jerman Barat, 

Belgia, Perancis, dan Italia, sedangkan industri non-migas relatif 

menjadi kurang kompetitif di pasar global karena semakin 

menguatnya nilai tukar sebagai konsekuensi meningkatnya devisa 

dari hasil penjualan gas ke luar negeri (The Economist, 1977). Sebab 

itu, fenomena ini digambarkan sebagai gejala makroekonomi dari 

ketergantungan perekonomian suatu negara terhadap pendapatan 

sumber daya migas.  

Untuk menghindari penyakit ini, beberapa negara telah 

mengembangkan serangkaian strategi termasuk diantaranya adalah 

pengelolaan pendapatan dari hasil SDA di bidang-bidang strategis 

yang menguntungkan untuk kepentingan jangka panjang melalui 

pengelolaan sovereign wealth fund (SWF). SWF secara umum 

dideskripsikan sebagai kendaraan investasi negara-negara penghasil 

(SDA) yang dikendalikan oleh pemerintah dengan mengumpulkan 

penghasilan komoditas SDA dalam rangka mengoptimalkannya untuk 

kepentingan dan tujuan tertentu (Ouni et al., 2020). SWF, disebut juga 

sebagai national wealth fund, semakin diakui sebagai sumber investasi 

internasional yang berasal dari negara-negara penghasil SDA dengan 

beberapa tujuan utama, seperti menjaga stabilitas pendapatan fiskal, 

tabungan masa depan, dan manajemen cadangan devisa. Dengan kata 

lain bahwa SWF merupakan kendaraan investasi milik pemerintah 

(state-owned investment vehicles) yang menanamkan modalnya secara 

global melalui proyek dan bisnis strategis di mancanegara (Stanley et 

al., 2024). 

Norwegia adalah salah satu contoh negara yang berhasil 

mengkapitaliasi penghasilannya dari sumber daya minyak dengan 

membentuk Government Pension Fund Global (GPFG). Kendaraan 

investasi ini, bahkan, dianggap yang terbesar pada tahun 2019 oleh 
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Sovereign Wealth Fund Institute. Tidak hanya itu, GPFG mendapatkan 

apresiasi dari berbagai media internasional terkait dengan performa 

pengelolaan yang profesional, terbuka, dan memegang prinsip etika 

dan sosial. Maka tidak mengherankan jika GPFG mendapatkan skor 10 

dari 10 dalam Linaburg-Maduell Transparency (LMT) Index (Özgül, 

2019a).  

Fakta demikian juga dapat kita temui dalam perkembangan ekonomi 

di Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir. Saudi Vision 2030 

memproyeksikan negara tersebut sebagai negara berpengaruh secara 

global melalui penguatan ekonomi yang tidak hanya berbasis sumber 

daya alam, tetapi juga sektor ekonomi non-komoditas lainnya. Sebagai 

motor penggeraknya, pemerintah Arab Saudi telah membentuk Public 

Investment Fund (PIF) untuk memperluas jejaring investasi 

mancanegara di proyek dan bisnis yang prospektif dan 

menguntungkan (Flynn & Aldamer, 2024), termasuk di sektor non-

komoditas seperti pariwisata dan olahraga, dimana negara kerajaan 

tersebut ikut serta mensponsori sejumlah ajang olahraga bergengsi 

dunia dari sepak bola, golf, hingga balap motor (Elshaer, 2023).  

Bab ini akan membahas lebih lanjut bagaimana SWF di masing-masing 

negara tersebut digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan 

pendapatan dari sektor berbasis komoditas di dalam industri lainnya 

dalam rangka mencapai target-target pembangunan ekonomi 

strategis mereka.  

B. SWF dalam Tinjauan Akademis 

SWF, sebagaimana nama yang diberikan, dapat diartikan secara 

sederhana sebagai dana negara yang dikelola oleh pemerintah untuk 

berbagai kepentingan strategis nasional. Berdasarkan beberapa 

kampus populer, seperti Cambridge Dictionary dan Merriam-Webster 

kata ‘sovereign’ sendiri dapat digunakan sebagai kata benda dan kata 

sifat. Kata benda ‘sovereign’ merujuk kepada seseorang yang 

memegang kekuasaan politik tertinggi, bahkan Cambridge Dictionary 

menyebutnya dengan jelas ‘a king or queen’. Sementara itu, sebagai 
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kata sifat, ‘sovereign’ menjelaskan atau menggambarkan kekuasaan 

tertinggi, sepenuhnya mandiri, bebas, dan independen. Dari beberapa 

pengertian ini, SWF bisa dipahami sebagai suatu kumpulan dana yang 

digunakan oleh penguasa untuk menjalankan kedaulatannya secara 

independen.  

Sejalan dengan pengertian ini, beberapa sumber literatur 

memberikan uraian yang lebih jelas dan mudah dimengerti tentang 

pengertian dari SWF. Dalam the Palgrave Handbook of Sovereign 

Wealth Funds, SWF didefinisikan sebagai entitas investasi yang 

dimiliki oleh negara untuk pengelolaan berbagai kepentingan 

ekonomi dalam rangka mengantisipasi potensi terjadinya guncangan 

ekonomi di masa mendatang (Nyatanyi et al., 2024). Dalam literatur 

lainnya, SWF merupakan dana simpanan pemerintah yang dikelola 

secara terpisah dari anggaran negara untuk kegiatan investasi di 

sektor-sektor tertentu dalam rangka memperoleh keuntungan yang 

maksimal. Menariknya, SWF justru berorientasi untuk memperluas 

jejaring investasinya secara global dalam beragam bentuk investasi 

dari aset finansial hingga hingga sektor industri lainnya seperti 

manufaktur, energi, dan properti (Mezaya et al., 2021).  

Cikal bakal perkembangan SWF dapat ditelusuri sejak dibentuknya 

Texas Permanent School Fund (1854) dan Texas Permanent University 

Fund (1876), di Texas, Amerika Serikat (AS). Kumpulan dana ini 

dikelola untuk mendukung kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah, 

dan perguruan tinggi negeri di Texas. AS merupakan salah satu negara 

yang memiliki banyak entitas SWF, termasuk salah satu yang terbesar 

adalah Alaska Permanent Fund dengan nilai dana kelola mencapai 

US$42,3 milyar pada 2012. Salah satu catatan penting dalam 

pembentukan SWF di masa itu adalah sebagian besar dana yang 

dihimpun bersumber dari hasil kegiatan ekspor minyak dan gas 

(Cheraghlou, 2017; Steigum, 2013). 

Gelombang pembentukan SWF terus berlanjut khususnya di negara-

negara penghasil SDA. Beberapa diantaranya adalah SAMA Foreign 

Holdings yang dibentuk oleh pemerintah Arab Saudi pada 1952, 
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Kuwait Investment Authority yang dibentuk oleh pemerintah Kuwait 

pada 1953, serta Revenue Equalization Reserve Fund yang dibentuk 

oleh pemerintah Kiribati pada 1956. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

faktor melonjaknya harga komoditas menjadi salah satu pendorong 

semakin meningkatnya jumlah SWF yang dikelola oleh negara-negara 

penghasil SDA khususnya eksportir minyak. Berdasarkan data 

Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI), terdapat lebih dari 100 entitas 

SWF yang tersebar di berbagai negara, dan dua diantaranya adalah 

pengelola aset terbesar berbasis komoditas yaitu Government Pension 

Fund of Norway dan the Abu Dhabi Investment Authority (Ouni et al., 

2020).  

Strategi serupa juga ditemui di salah satu negara Amerika Latin 

tersukses dalam pengelolaan SDA, Chili. Setelah terjebak dalam 

stagnasi ekonomi selama periode pemerintahan otoritarian, Chili 

berhasil meningkatkan kinerja perekonomiannya dan merubah 

statusnya sebagai a high-income economy. Chili menjadi anggota 

Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), 

yang dikenal sebagai klub negara-negara dengan pendapatan ekonomi 

tinggi, pada tahun 2010. Tidak hanya itu, IMF dan Bank Dunia 

mengapresiasi strategi kebijakan ekonomi Chili, dan menganggap 

sebagai suatu model ekonomi bagi negara-negara penghasil SDA. Di 

balik kesuksesan ini, terdapat sejumlah strategi kebijakan ekonomi 

yang dilakukan oleh pemerintah Chili termasuk membentuk dua 

entitas pengelola dana hasil pengelola SDA, natural resource funds 

(NRFs), yaitu the Pension Reserve Fund dan the Economic and Social 

Stabilization Fund (ESSF) (Yi-chong & Leiva, 2021).   

Dalam dinamika perkembangan SWF di berbagai belahan dunia ini, 

terdapat beberapa catatan unik yang dapat menjadi perhatian publik 

internasional untuk memahami transformasi SWF sebagai entitas 

investasi publik. Pertama, pembentukan SWF yang selama ini identik 

dengan negara-negara penghasil SDA, sekarang berkembang luas 

hingga mencakup negara-negara non-SDA. Meskipun tidak memiliki 

SDA yang berlimpah, mereka mampu mengoptimalkan kemampuan 

teknologi dan manajemen finansial untuk bersaing dalam pasar 
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internasional dengan mengekspor produk-produk high-technology, 

termasuk negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, dan 

Irlandia (Ouni et al., 2020). Dengan demikian sumber pendanaan SWF 

terbagi menjadi dua kategori yaitu SWF yang bersumber dari hasil 

bisnis berbasis komoditas, dan SWF dari negara-negara yang memiliki 

SDA terbatas (Paltrinieri et al., 2014). 

Kedua, SWF juga berkembang menjadi katalisator diversifikasi 

ekonomi di negara-negara penghasil SDA. Mereka semakin menyadari 

perlunya meningkatkan stabilitas pendapatan ekonomi dengan 

melakukan diversifikasi kegiatan ekonomi di luar sektor berbasis 

komoditas. SWF secara kontinyu telah membantu negara-negara kaya 

SDA untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap pendapatan 

dari SDA. Entitas bisnis ini telah menciptakan peluang bisnis dan 

investasi di luar sektor tambang, dan migas dengan mengoptimalkan 

surplus dari bisnis komoditas (Ajami & Karimi, 2023).  

Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), misalnya, merupakan salah 

satu SWF terbesar di dunia dengan nilai aset mencapai US$1 triliun. 

ADIA telah berperan signifikan dalam menciptakan berbagai 

portofolio investasi internasional Uni Emirat Arab di luar sektor migas 

(Krzymowski, 2024). Pada akhir tahun 2024 lalu, ADIA telah merilis 

strategi barunya dengan mengincar private credit dalam rangka 

menyesuaikan dinamika perekonomian global yang mengalami 

perubahan lebih cepat. Strategi investasi ADIA ini bisa dianggap relatif 

keluar dari mainstream investasi di sektor-sektor konvensional 

seperti real estate dan government bonds (Parasie & Bartenstein, 

2024). Kendati begitu, tujuan utamanya tetap konsisten yaitu 

bagaimana memperoleh keuntungan maksimal dari dana simpanan 

yang dikelola oleh ADIA.  

Strategi diversifikasi investasi juga dilakukan secara signifikan oleh 

Qatar Investment Authority, SWF milik pemerintah Qatar yang 

dianggap salah satu sovereign fund paling agresif di dunia. Dengan 

China misalnya, QIA telah mendanai kerjasama bisnis antara 

perusahaan-perusahaan Qatar dengan perusahaan-perusahaan China 
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senilai hampir US$15 milyar di berbagai sektor termasuk diantaranya 

di industri keuangan, e-commerce, dan internet. Tidak hanya dengan 

perusahaan milik pemerintah, aliansi bisnis ini mencakup juga dengan 

perusahaan global China seperti Alibaba dan Baidu (Chaziza, 2020).  

Ketiga, SWF telah bertransformasi tidak hanya sebagai kendaraan 

bisnis dan investasi, tetapi juga instrumen strategis dalam politik luar 

negeri suatu negara khususnya di tingkat bilateral. Kekuatan finansial 

dari negara-negara pemilik SWF telah bertransformasi menjadi 

kekuatan lunak yang berperan strategis dalam penyelenggaraan 

hubungan diplomatik dan kepentingan politik luar negeri. SWF 

merupakan perkembangan dari kebijakan ekonomi modern yang 

memberikan kesempatan kepada negara investor untuk menanamkan 

modalnya di sektor-sektor menguntungkan, dan pada saat yang sama 

menciptakan peluang ekonomi bagi negara-negara penerima (host 

countries) investasi untuk memanfaatkan kesempatan ini dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka.  

Situasi ini menciptakan hubungan positif dan saling menguntungkan 

di antara kedua belah pihak (B. J. Cohen, 2009). Untuk itu, SWF sebagai 

suatu instrumen politik luar negeri dapat memiliki berbagai fungsi 

termasuk mengkapitalisasi penanaman modal untuk kepentingan 

ekonomi luar negeri (foreign economic interest) seperti cadangan 

devisa dan perdagangan luar negeri, serta pada saat yang sama 

memperkuat aliansi dan kerjasama dengan negara-negara mitra 

penerima SWF. Dalam beberapa tahun terakhir, investasi strategis 

menggunakan SWF telah digunakan untuk membiayai proyek-proyek 

penting seperti proyek-proyek infrastruktur di negara-negara 

berkembang, inovasi teknologi, dan dukungan pengembangan energi 

bersih di berbagai belahan dunia (Ghahramani, 2024).  

C. Norway Government Pension Fund Global: 

Aset SWF Terbesar Dunia 

Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI) telah merilis nama 100 SWF 

terbesar dunia. Peringkat pertamanya ditempati oleh Norway 
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Government Pension Fund Global (GPFG) sebagai SWF terbesar dengan 

nilai aset lebih dari US$1.738,8 milyar. Menariknya, keputusan 

investasi yang diambil oleh GPFG tidak sepenuhnya hanya 

berdasarkan kepada kepentingan bisnis, tetapi juga memperhatikan 

faktor-faktor lainnya mencakup aspek lingkungan, tenaga kerja, dan 

transparansi di negara tujuan investasi (Kamiński, 2017). Untuk itu, 

GPFG memiliki Council of Ethics yang memprioritaskan prinsip 

environmental, social, and governances (ESG) dalam setiap keputusan 

investasi, sehingga tidak hanya mengejar keuntungan (Papaioannou & 

Rentsendorj, 2015).  

Secara formal, pembentukan GPFG dilakukan melalui Undang-Undang 

20 Desember 2005 yang ditetapkan oleh Storting (Parlemen 

Norwegia). GPFG secara kelembagaan terdiri dari dua elemen yaitu 

GPFG, sebelumnya disebut sebagai the Government Petroleoum Fund 

yang dibentuk pada 1990, dan Government Pension Fund, sebelumnya 

disebut sebagai the National Insurance Fund ditetapkan pada 1967. 

Sumber dana GPFG berasal dari pendapatan sektor minyak, dan 

seluruh aktivitas pendukungnya (Claessens & Kreuser, 2010). Sebab 

itu, GPFG dianggap sebagai kelanjutan dari the Government Petroleum 

Fund (NBIM, 2006).  

Misi utama dari pembentukan GPFG adalah memfasilitasi government 

petroleum funds agar dapat dikelola secara optimal untuk memberikan 

jaminan dan keuntungan kepada future generations Norwegia. Hal ini 

termaktub secara jelas dalam Undang-Undang terkait pembentukan 

GPFG, dan dalam beberapa dokumen lainnya seperti Government 

Pension Fund Report to Parliament (2019), dan Norges Bank Investment 

Fund Strategy (2020-2022). Dalam upaya pencapaian tujuan besar ini, 

salah satu strategi utama yang dilakukannya adalah melakukan 

diversifikasi investasi di luar sektor migas. Diversifikasi dalam 

konteks investasi dapat dimaknai sebagai upaya untuk 

mendistribusikan aset ke beberapa aset industri, kelas, dan juga ke 

berbagai wilayah. Tujuan besar dari diversifikasi ini pada dasarnya 

adalah memitigasi risiko terjadinya krisis dan ketidakstabilan pasar 
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yang dapat berdampak buruk terhadap portofolio investasi (Lamina, 

2024). 

Diversifikasi merupakan strategi penting yang menjadi salah satu 

perhatian utama para pengambil kebijakan di Norwegia. Faktor 

utamanya adalah besarnya kontribusi sektor migas terhadap struktur 

perekonomian Norwegia—53 persen dari total ekspor Norwegia 

(2019), produksinya berlimpah hingga rata-rata 3-4 juta barel per hari 

sejak awal 1990an. Ketergantungan yang berlebihan terhadap 

pendapatan migas ini dikhawatirkan akan membawa Norwegia dalam 

dutch disease. Dari aspek industri, dana kelola GPFG telah 

didistribusikan di beragam industri diantaranya meliputi industri 

bahan dasar, consumer goods, keuangan, perawatan kesehatan, 

teknologi, dan telekomunikasi. Satu hal yang menjadi perhatian dalam 

alokasi investasi ini adalah ketentuan batas maksimum investasi di 

masing-masing sektor untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi 

akibat gejolak pasar.  

Sebagai contoh, penanaman modal pada portofolio industri tidak 

boleh melebihi 70 persen dari keseluruhan, sedangkan investasi pada 

obligasi harus kurang dari atau sama dengan 30 persen. Tidak hanya 

beragam dalam segi industri, diversifikasi investasi GPFG juga 

diwujudkan dalam penanaman modal lintas benua. Pada 1998, tujuan 

utama investasi GPFG menyasar empat wilayah berbeda di Asia, 

Eropa, Amerika Utara, dan Oseania. Tiga tahun kemudian, pada 2001, 

untuk pertama kalinya GPFP melakukan penanaman modal di pasar 

Amerika Latin. Pada 2004, distribusi investasi meluas hingga ke 

kawasan Timur Tengah dan Afrika (Gómez-Pavón Durán, 2021).  

Keberhasilan diversifikasi ini tentunya didukung juga oleh tata kelola 

organisasi yang baik dan profesional. Hal ini terlihat dari struktur tata 

kelola yang melibatkan banyak pihak sehingga memiminalisir 

terjadinya kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Aturan-aturan 

mendasar ini telah ditetapkan oleh Parlemen Norwegia dalam 

Undang-Undang mengenai pembentukan GPFG. Sehingga Parlemen 
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ikut berperan dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan dana 

investasi GPFG.  

Meskipun, GPFP tidak memiliki dewan eksekutif dan tim administratif, 

secara hukum, manajemen GPFG dikendalikan langsung oleh 

Kementerian Keuangan. Pengelolaan aset keuangan ini dibagi menjadi 

beberapa bagian. Pada bagian pertama adalah pembentukan 

kebijakan umum yang merupakan tanggung jawab dari Kementerian 

Keuangan. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan menetapkan 

beberapa dasar pengelolaan yang krusial seperti prinsip-prinsip etika 

dan pengelolaan kelembagaan, serta strategi investasi dana. 

Selanjutnya adalah menjadi bagian dari Bank Sentral Norwegia 

bersama-sama dengan Norges Bank Investment Management untuk 

menjalankan operasional aset keuangan ini (Gómez-Pavón Durán, 

2021; Özgül, 2019b). 

Gambar 3.1 Tata Kelola Government Pension Fund Global - 

Norwegia 

 

Sumber: (Gómez-Pavón Durán, 2021) 
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Maka tak heran jika aset investasi Norway Fund dianggap paling besar 

di dunia. Berdasarkan laporan tahunan GPFG 2024, terdapat empat 

sektor yang menjadi penyumbang keuntungan investasi terbesar yaitu 

teknologi, keuangan, consumer discretionary, dan industrials. Menurut 

laporan tersebut, kontribusi terbesar bersumber dari investasi di 

perusahaan-perusahaan teknologi informasi dan komputer termasuk 

NVIDIA Corp, Apple Inc, dan Amazon.com. Sementara itu, kinerja 

terburuk terjadi dalam investasi di beberapa perusahaan 

multinasional lainnya seperti Samsung Eletronics, Nestlé AS, dan Intel 

Corp (NBIM, 2025). Teknologi memang telah menjadi salah satu target 

utama investasi GPFG secara global. Strategi bisnis ini dilakukan untuk 

memanfaat perkembangan pasar global yang sedang mengalami 

lonjakan permintaan terhadap artificial intelligence (AI) dan 

komponen semikonduktor (Lundgren, 2025).  

 

Tabel 3.1 Return on the fund's equity investments in 2024. Measured in 

international currency and sorted by sector. In percent. 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (NBIM, 2025) 

Di sisi lain, dalam banyak diskusi mengenai peran SWF sebagai 

instrumen politik luar negeri, GPFG menjadi salah satu sorotan karena 

besar dan beragamnya aset yang dikelola secara global. Dengan 

karakteristik geografis dan populasinya, Norwegia dikategorikan 
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dalam small state foreign policy yang cenderung bergantung kepada 

kekuatan negara-negara besar (major powers) dan sistem 

internasional. Kepentingan politik luar negeri dan prioritas utama 

Norwegia dapat dikategorikan setidaknya dalam beberapa hal (1) 

kerjasama international dan tatanan hukum internasional, (2) bisnis, 

sosial, dan pengembangan pengetahuan, dan (3) perlindungan 

lingkungan dan pengelolaan laut (Steinveg, 2024). Kategorisasi ini 

sangat erat kaitannya dengan Norwegia dalam konteks geopolitik, 

geoekonomi, dan politik internasional. Sebagai negara kecil yang 

sangat bergantung dari penjualan energi minyak, stabilitas pasar 

global menjadi sangat krusial untuk memastikan keuntungan ekonomi 

keberlanjutan. Terlibat aktif dalam organisasi internasional, seperti 

OECD, NATO, PBB, adalah suatu pilihan untuk memperkuat eksistensi 

ekonomi, dan memperkuat jejaring keamanan global. Sementara itu, 

sebagai negara yang sebagian besar wilayahnya di kelilingi oleh 

lautan, Norwegia memberikan perhatian besar kepada permasalahan 

lingkungan dan berbagai hal terkait dengan pengelolaan sektor 

kelautan.  

Menggunakan pemahaman terhadap gambaran umum politik luar 

negeri Norwegia ini, maka bukan sesuatu yang mengherankan jika 

portofolio investasi GPFG banyak dikembangkan melalui perusahaan-

perusahaan multinasional asal AS, seperti Apple Inc., Microsoft Corp, 

dan Nvidia Corp. Melalui GPFG, Norwegia merupakan pemilik saham 

kedelapan terbesar di Apple Inc, dengan kepemilikan saham 1,22 

persen senilai US$46,2 milyar, sedangkan kepemilikan saham di  

Microsoft mencapai 1,26 persen senilai US$43,8 milyar (Lundgren, 

2025; Solsvik, 2022). Keterlibatan korporasi dalam politik 

pemerintahan AS telah menjadi salah satu diskusi akademik yang 

terus berkembang. Studi Lee (2023), misalnya, mengungkapkan 

bagaimana keterlibatan anak perusahaan asing dalam perpolitikan 

dalam negeri salah satunya melalui the Political Action Committe, 

entitas penggalangan dana untuk kampanye politik partai di AS. Dalam 

perkembangan terakhir bahkan perusahaan-perusahaan berbasis 

teknologi telah menjadi basis pendanaan politik dalam proses 



 

 49 TRANSFORMASI EKONOMI POLITIK SUMBER DAYA ALAM 

 

terpilihnya Donald Trump untuk kedua kalinya sebagai Presiden AS, 

termasuk dalam hal ini adalah donasi pribadi Tim Cook, CEO Apple Inc, 

sebesar US$ 1 juta kepada komite pelantikan Trump (Duffy & 

Matthews, 2025)  

Secara bersamaan, Norwegia adalah salah satu negara Eropa yang 

memberikan perhatian khusus terhadap isu-isu keberlanjutan 

lingkungan. Kendati menikmati pendapatan besar dari sektor migas, 

Norwegia menempatkan kebijakan pembangunan berkelanjutan 

sebagai salah satu prioritas pemerintah baik di dalam negeri, maupun 

di luar negeri. Letak geografisnya yang berada berdekatan dengan 

Kutub Utara menempatkan Norwegia diantara negara-negara paling 

rentan terhadap semakin buruknya dampak pemanasan global.  

Dari segi ekonomi, Norwegia merupakan salah satu produsen utama 

dunia komoditas ikan salmon Atlantik, dan komoditas budidaya ikan 

adalah komoditas ekspor paling penting kedua bagi negara tersebut. 

Hanya sekitar 5 persen produksi Salmon yang dipasarkan di dalam 

negeri, sedangkan sisanya dijual ke lebih dari 100 negara. Perubahan 

iklim menjadi ancaman nyata terhadap keberlangsungan bisnis ini, 

karena dapat berpengaruh secara struktural terhadap budidaya ikan. 

Perubahan temperatur adalah salah satu faktor yang sangat 

menentukan dalam akuakultur karena dapat berimplikasi terhadap 

laju pertumbuhan, ledakan alga, penyakit dan parasit (Bagdatlı et al., 

2023).  

Di sisi lain, perubahan iklim juga dikaitkan dengan potensi hujan lebat 

dan banjir yang diperkirakan akan semakin memburuk di Norwegia 

dalam beberapa tahun mendatang. Kondisi ini menjadi permasalahan 

serius bagi penduduk Norwegia yang mengandalkan sumber air 

permukaan sebagai sumber air minum dan pengolahan pangan. 

Intensitas hujan deras dan banjir secara terus menerus dapat merusak 

infrastruktur air dan kebersihan, khususnya di waduk-waduk yang 

sudah tua, sehingga kotoran dan limbat dapat dengan mudah 

mengkontaminasi air dan membawa potensi penyakit. The Norwegian 

Surveillance System for Communicable Diseases mendokumentasikan 
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penyebaran wabah penyakit ini yang terjadi setiap tahun (Hyllestad et 

al., 2023). 

Oleh sebab itu, persoalan keberlanjutan ekologi telah menjadi salah 

satu prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Norwegia. Menjaga 

keberlangsungan lautan dan konservasi lingkungan dilakukan 

diantaranya dengan memberikan dukungan pendanaan dalam 

proyek-proyek dekarbonisasi, pengembangan teknologi dan energi 

bersih, serta riset-riset terkait dengan konservasi lingkungan. Hal ini 

sejalan dengan mandat yang diberikan oleh Kementerian Keuangan 

Norwegia kepada NBIM untuk menyesuaikan portofolio investasi 

dengan target global net zero emissions dan Perjanjian Paris terkait 

dengan mitigasi perubahan iklim (Tyszkiewicz, 2025). Dengan 

komitmen lingkungan ini, GPFG semakin dikenal luas sebagai 

‘responsible investor’ global yang juga memberikan pengaruh positif 

terhadap investor dan pelaku bisnis di tingkat global. Istilah 

responsible investment sendiri merujuk kepada strategi bisnis dan 

investasi yang mengkombinasikan faktor lingkungan, sosial, dan tata 

kelola (ESG) dalam manajemen korporasi dan pengelolaan bisnis 

jangka panjang (UNPRI, 2019).  

Dalam pelaksanaannya, NBIM selaku pelaksana operasional GPFG 

akan bertindak sebagai active and responsible investor dalam akuisisi 

dan pembelian saham suatu perusahaan. NBIM akan melakukan 

evaluasi dan penyesuaian-penyesuaian terhadap standar dan 

kebijakan korporasi untuk memenuhi ketentuan lingkungan dan 

mengendalikan dampak sosial yang mungkin muncul sebagai akibat 

dari operasional perusahaan. Dengan perannya sebagai investor aktif, 

NBIM berkomitmen penuh untuk mempengaruhi operasional 

perusahaan dengan beragam pendekatan, terutama dengan 

mempromosikan secara konsisten standar ESG dalam pertemuan-

pertemuan pemegang saham.  

Tidak hanya itu, NBIM secara berkala melakukan pertemuan dengan 

para otoritas regulasi dan berkolaborasi dengan investor lainnya 

(Halvorssen, 2023). Meskipun dalam realitanya terdapat beberapa hal 
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yang bertolak belakang dengan prinsip ESG ini, seperti keputusan 

Norwegia beberapa waktu lalu untuk mempertahankan investasi 

GPFG di beberapa perusahaan Israel di Wilayah Pendudukan Palestina 

(OPT). Parlemen Norwegian menolak tekanan untuk melarang 

investasi GPFG di wilayah OPT, kendati beberapa elemen masyarakat 

sipil di dalam negeri dan internasional, termasuk diantaranya adalah 

the Norwegian Confederation of Trade Unions dan Amnesty 

International, telah menyampaikan keresahan mereka agar GPFG 

mendivestasi sahamnya di daerah tersebut (Tuck, 2025). Bahkan, 

Amnesty International secara tegas menyatakan bahwa divestasi GPFG 

dari bisnis di OPT dapat menjadi langkah krusial untuk menghentikan 

upaya ilegal Israel menguasai wilayah tersebut (Amnesty, 2025).  

Lebih dari itu, keputusan untuk mempertahankan investasi GPFG di 

OPT merupakan bentuk inkonsistensi dari prinsip dan tujuan utama 

yang telah digariskan oleh pemerintah Norwegia sendiri “we risk 

losing our credibility as a finansial investor if we use the Fund (GPFG) as 

an instrument in our foreign policy” (Halvorssen & Eldredge, 2014). 

Upaya melanggengkan bisnis di OPT adalah suatu bentuk dukungan 

dan keberpihakan politik terhadap upaya ilegal Israel yang tentunya 

jauh dari prinsip ESG dan nilai-nilai kemanusiaan.  

D. Public Investment Fund & Saudi Vision 2030 

Selain Norwegia, rangkaian strategi dan kebijakan untuk mengurangi 

ketergantungan terhadap sektor migas juga dilakukan oleh Arab Saudi 

sebagai salah satu produsen terbesar minyak dunia. Dalam analisis 

terbarunya, the US Energy Information Administration (EIA) 

menempatkan Arab Saudi sebagai eksportir crude oil terbesar dunia, 

dan negara produsen minyak mentah terbesar ketiga dunia. Rata-rata 

produksi minyak mentah Arab Saudi mencapai 9,5 juta bph pada 2023. 

Jumlah ini sedikit turun sekitar 9 persen dari produksi tahun 

sebelumnya (2022) yang mencapai 10,4 juta bph. Penurunan produksi 

ini dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan OPEC+ untuk 

mengurangi produksi dalam rangka menyeimbangkan harga pasar di 
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tengah-tengah meningkatnya produksi dari negara-negara non-OPEC 

(The US EIA, 2024).  

Diversifikasi ekonomi merupakan salah satu tema kebijakan utama 

dalam pemerintahan Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir. Di 

samping karakteristik sumber daya minyak yang depletable, 

pemerintah Arab Saudi memandang diversifikasi sebagai suatu 

strategi kebijakan untuk menghindari ketidakpastian ekonomi yang 

dapat disebabkan oleh external shocks seperti krisis ekonomi global, 

dan fluktuasi harga komoditas.  

Tidak hanya itu, kebijakan diversifikasi ini dianggap dapat membawa 

dampak positif terhadap peningkatan kualitas perekonomian di dalam 

negeri dengan semakin meningkatnya performa industri non-migas, 

kontribusi sektor swasta, dan mengembangkan produksi komponen 

dan muatan lokal. Situasi dan kondisi ini diharapkan dapat 

menciptakan ketahanan ekonomi nasional yang lebih kuat dan 

menciptakan ruang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi Arab 

Saudi (Alsweilem et al., 2024; Havrlant & Darandary, 2021). 

Latar belakang ini dapat dipahami dengan melihat kembali bagaimana 

beberapa goncangan ekonomi global turut mempengaruhi kondisi 

perekonomian Arab Saudi yang sangat bergantung kepada bisnis 

migas. Krisis finansial global 2008, misalnya, telah menjadi pemicu 

pelambatan ekonomi di berbagai belahan dunia. Hal ini disebabkan 

karena semakin terintegrasinya industri perbankan dan keuangan 

dunia, sehingga dampak negatif dari gejolak pasar keuangan Amerika 

Serikat dapat dirasakan secara global.  

Lebih dari itu, situasi krisis ini juga berdampak terhadap sektor 

lainnya termasuk juga pasar energi dunia. Menurunnya permintaan 

terhadap komoditas minyak terjadi diantaranya karena penurunan 

produksi di sektor industri dan kegiatan investasi imbas melambatnya 

perekonomian global. Alhasil, dengan pendapatan ekspor yang lebih 

dari 90 persennya disumbang oleh komoditas minyak, Arab Saudi 

harus menghadapi anjloknya harga minyak di pasar internasional, 
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dari US$147,27 per barel pada July 2008 menjadi US$77,2 per barel 

pada April 2010 (Gauri, 2012).  

Fluktuasi harga ini berlanjut karena banyaknya peristiwa politik 

global yang ikut mempengaruhi pasar energi dunia, dan meningkatnya 

produksi minyak negara non-OPEC, seperti Rusia dan Amerika Serikat 

yang secara signifikan berpengaruh terhadap faktor supply-demand 

energi dunia (Yang et al., 2022). Pada masa pandemi COVID-19, harga 

minyak kembali menurun secara signifikan dari US$115 per barel 

menjadi US$45 per barel, dan ini secara signifikan mempengaruhi 

pendapatan ekspor Arab Saudi dari sektor migas (Ma et al., 2021; 

Sayed et al., 2021).  

Sebab itu, diversifikasi ekonomi merupakan hal yang sangat krusial 

dalam strategi kebijakan ekonomi Arab Saudi masa kini. Prioritas 

kebijakan ini kembali dipertegas oleh Putra Mahkota Kerajaan Arab 

Saudi dalam Saudi Vision 2030 yang menargetkan bebas dari 

ketergantungan ekonomi minyak melalui diversifikasi ekonomi, 

sosial, dan politik (Horschig, 2016). Dalam visi tersebut, terdapat tiga 

tema besar yang ingin dicapai, yaitu menjadi negara yang ambisius, 

ekonomi yang berkembang pesat, dan masyarakat yang bersemangat. 

Dari ketiga tema utama ini pada tema kedua secara jelas dinyatakan 

bahwa pencapaian thriving economy diindikasikan dengan 

pertumbuhan dan diversifikasi ekonomi, serta meningkatnya 

lapangan pekerjaan (A. Ahmad et al., 2023). 
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Gambar 3.2  Visi Arab Saudi 2030 

 

 

 

 

  

 

  

Sumber: https://www.vision2030.gov.sa/ (A. Ahmad et al., 2023) 

 

Salah satu strateginya adalah pembentukan Public Investment Fund 

(PIF) yang menargetkan peningkatan nilai aset dari SAR600 milyar 

menjadi lebih dari SAR7 triliun (Alemahu, 2023). PIF memiliki peran 

besar dalam pengelolaan aset dan menghasilkan keuntungan yang 

dibutuhkan untuk membiayai program-program strategis dalam 

pencapaian Visi 2030. Meskipun secara historis SWF bukan 

merupakan sesuatu yang baru dalam strategi kebijakan pemerintah 

Arab Saudi. Sebelumnya telah dibentuk lembaga SWF yang relatif 

lebih kecil pada tahun 2008 yaitu the Saudi Arabian Monetary 

Authority (SAMA) dan Sanabil.  

Untuk  menghasilkan investasi yang menguntungkan, salah satu 

strategi utama PIF adalah membangun portofolio investasi di luar 

negeri yang dianggap sebagai salah satu strategi krusial untuk 

membangun keberagaman dalam pengembangan bisnis di luar sektor 

migas. PIF telah mengakuisisi saham di berbagai perusahaan asing 

salah satunya di Amerika Serikat dengan peningkatan nilai aset yang 

signifikan dari US$2,2 milyar menjadi US$10,1 milyar pada 2020 

(Montambault Trudelle, 2023).  

https://www.vision2030.gov.sa/
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Lebih dari itu, nilai kelola aset PIF di kawasan Eropa bahkan mencapai 

US$84,7 milyar selama periode 2017-2024. Strategi terbarunya 

adalah membuka kantor perwakilan baru untuk anak usahanya di 

Paris, Perancis, dalam rangka memperkuat penetrasi bisnis di pasar 

Eropa. Data terbaru menunjukkan nilai investasi PIF di Perancis 

mencapai US$8,6 milyar yang diakui ikut membantu menciptakan 

29.000 lapangan kerja baru di negara tersebut. Tidak hanya di Paris, 

internasionalisasi PIF juga telah dilakukan dengan membuka kantor 

anak perusahaan di New York, London, Hong Kong, dan Beijing 

(Hadchity, 2025).  

Strategi internasionalisasi berhasil secara signifikan meningkatkan 

nilai aset yang dikelola oleh PIF secara global. Rilis data terakhir dari 

PIF menunjukkan kenaikan nilai total aset sebanyak 18 persen, dari 

US$976 milyar pada 2023 menjadi US$1,15 trilyun pada 2024. 

Demikian pula dalam segi pendapatan, nilainya melonjak tajam 

sebanyak 25 persen, dari US$88,3 milyar pada 2023 menjadi US$110,1 

milyar pada 2024. Penyumbang utama dari pendapatan ini berasal 

dari beberapa portofolio investasi kunci seperti Savvy Games Group, 

Ma’aden, STC, the National Commercial Bank, AviLease, dan Gulf 

International Bank (Saudi Gazette, 2025).  

Menariknya, portofolio investasi ini menunjukkan kuatnya 

diversifikasi bisnis yang telah dilakukan oleh PIF dalam memenuhi 

tren permintaan global. Pendirian perusahaan jasa investasi gim 

Savvy Games Group adalah salah satu bukti upaya perluasan 

pengembangan usaha yang tidak lagi hanya berorientasi kepada 

sektor-sektor konvensional, tetapi juga menyesuaikan dengan 

kebutuhan pasar global yang didominasi oleh konsumen usia 

produktif. Berdasarkan data Bloomberg, Savvy Games Group 

merupakan korporasi yang menyediakan layanan investasi dan 

pengembangan bisnis di bidang permainan dan esports diantaranya 

melalui dukungan kepada para pengembang dan inovator teknologi 

permainan, serta penyediaan jasa konsultasi (Saudi Gazette, 2025).  
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Industri gim adalah salah satu bisnis yang sedang berkembang pesat 

karena tingginya tuntutan pasar terhadap hiburan dan semakin 

terintegrasinya teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 

beberapa tahun terakhir, bahkan, sudah banyak inovasi teknologi 

yang dilakukan termasuk mengkombinasikan teknologi artificial 

intelligence ke dalam permainan yang terhubung secara langsung 

dengan internet, menghasilkan konektivitas antar pemain secara 

global. Maka tidak mengherankan jika hasil riset Boston Consulting 

Group (BCG) menunjukkan lonjakan pendapatan industri permainan 

dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 13 persen dari US$131 milyar 

pada 2017 menjadi US$211 milyar pada 2021. Meski demikian, BCG 

juga memproyeksikan pelambatan pertumbuhan industri ini terutama 

setelah pandemi COVID-19 dengan kembalinya rutinitas normal 

perkantoran dan persekolahan (BCG, 2024).  

Dalam skala yang lebih luas, strategi investasi PIF di luar negeri tidak 

hanya memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga menjadi 

instrumen politik strategis bagi Arab Saudi dalam kancah politik 

global. Perspektif ekonomi politik internasional menggarisbawahi 

pentingnya kekayaan ekonomi sebagai salah satu sumber kekuatan 

politik negara. Dengan kekayaan negara yang dimiliki, pemerintah 

dapat membiayai program strategis pemerintah termasuk di bidang 

pertahanan, pendidikan, dan teknologi yang berpotensi meningkatkan 

kapabilitas kekuatannya di tingkat global (O’Brien & Williams, 2020). 

Semakin tinggi penghasilan suatu negara, maka semakin besar ruang 

finansial yang dimilikinya untuk merealisasikan target-target 

strategis baik di dalam negeri maupun di luar negeri.  

Dalam hal ini, kekuatan sektor pertahanan dapat menjadi salah satu 

gambaran dari kemampuan ekonomi Arab Saudi dalam memperkuat 

salah satu sektor yang sangat dibutuhkan dalam menjaga kedaulatan 

nasional, dan memperkuat pengaruh posisi negara dalam politik 

global. Rilis data terbaru GlobalFirepower.com, suatu laman statistik 

yang secara berkala melacak dan menelusuri data terbaru di bidang 

pertahanan dan keamanan, menempatkan Arab Saudi dalam lima 

besar negara dengan anggaran pertahanan terbesar di dunia bersama-
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sama Amerika Serikat, China, Rusia, dan India. Pada 2025, anggaran 

pertahanan Arab Saudi mencapai US$74,7 milyar, sedikit di bawah 

peringkat India yang berada di peringkat keempat dengan nilai 

anggaran sebesar US$75 milyar (GlobalFirepower.com, 2025).  

Sejalan dengan data ini, Stockholm International Peace Research 

Institute (SIPRI), lembaga nirlaba berbasis di Swedia yang telah 

dikenal secara luas khususnya dalam riset-riset politik keamanan, 

mengatakan bahwa Arab Saudi merupakan negara dengan anggaran 

pertahanan terbesar di wilayah Timur Tengah dengan nilai perkiraan 

mencapai US$80,3 milyar pada 2024. Kendati begitu, SIPRI menilai 

angka ini lebih rendah 20 persen daripada alokasi anggaran 

pertahanan Arab Saudi pada 2015. SIPRI mengaitkan besarnya 

anggaran pertahanan Arab Saudi pada saat itu dengan harga minyak 

yang melonjak sehingga menghasilkan pendapatan yang signifikan 

dari sektor minyak (Liang et al., 2025). Laporan SIPRI ini juga 

memperkuat argumentasi bahwa kekayaan ekonomi berhubungan 

secara signifikan dengan kapabilitas pertahanan dan keamanan 

nasional suatu negara. 

Lebih dari itu, PIF tidak hanya berhasil menjadi instrumen untuk 

menghasilkan secara signifikan pendapatan nasional, tetapi juga 

berkembang menjadi alat strategis yang digunakan untuk 

kepentingan politik luar negeri Arab Saudi. Sebagai institusi yang 

dibentuk oleh pemerintah, program dan strategi investasi 

internasional yang dijalankan oleh PIF pada dasarnya memiliki 

keterkaitan kuat dengan berbagai kepentingan pemerintah Arab Saudi 

terhadap negara tujuan.  

Secara organisasi PIF berada di bawah kendali langsung Putra 

Mahkota Pangeran Mohammed Bin Salman (MBS) yang telah 

berupaya untuk menyelaraskan antara kepentingan ekonomi dalam 

investasi internasional PIF dengan strategi dan penyelenggaraan 

kebijakan luar negeri Arab Saudi (Flynn & Aldamer, 2024). Hal ini 

tidak lepas dari latar belakang peran dan pengalaman Pangeran MBS 

dalam pemerintahan selama beberapa tahun terakhir, seperti 
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penugasan sebagai Menteri Pertahanan, dan Ketua Dewan Urusan 

Ekonomi dan Pembangunan, Arab Saudi (ALJAZEERA, 2017). 

Kombinasi antar berbagai pengalaman politik dan ekonomi ini turut 

mempengaruhi keputusan-keputusan penting dalam program 

investasi internasional PIF di sejumlah negara.  

Diantara investasi PIF ke luar negeri yang terbesar adalah 

pengembangan bisnis startup di Amerika Serikat. Menurut rilis berita 

US-Saudi Business Council, Nile, perusahaan rintisan di bisnis jejaring 

teknologi informasi Amerika Serikat, menerima pendanaan investasi 

yang signifikan bernilai US$175 juta pada 2023. Aksi korporasi ini 

dilakukan oleh dua perusahaan yang dimiliki oleh PIF yaitu March 

Capital dan Sanabil Investment. Selain itu, PIF juga memberikan 

suntikan dana sebesar US$350 juta kepada Axiom Space yang 

bermarkas di Houston melalui AlJazira Capital, anak perusahaan Bank 

AlJazira yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Saudi Real Estate 

Refinance Company (SRC), entitas bisnis milik PIF (US-Saudi Business 

Council, 2023).  

Menariknya, bisnis rintisan digital ini dianggap sebagai salah satu 

yang paling rentan terhadap faktor-faktor eksternal, seperti pandemi 

Covid-19 dan ketegangan geopolitik yang dapat menimbulkan 

ketidakpastian (Aldianto et al., 2021; Wimelius et al., 2023). 

Ketergantungannya terhadap dukungan permodalan eksternal 

menempatkan perusahaan rintisan dalam posisi yang harus dapat 

menjanjikan pertumbuhan dan keuntungan. Hal ini bukan sesuatu 

yang mudah bagi perusahaan rintisan khususnya setelah mereka 

menerima permodalan. Selain usianya yang muda, usaha-usaha 

rintisan ini harus bersaing dengan para pelaku bisnis yang sudah lebih 

mapan, ditambah lagi dengan pergeseran pasar global yang dapat 

berubah dengan cepat. Sehingga secara logika keputusan untuk 

berinvestasi besar-besaran di perusahaan rintisan digital ini adalah 

sesuatu yang berisiko dan bertolakbelakang dari prinsip utama PIF 

yaitu untuk menghasilkan pendapatan investasi yang stabil dan 

menguntungkan.  
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Kendati demikian, investasi PIF Arab Saudi di Amerika Serikat tidak 

mudah untuk dipisahkan dari latar belakang hubungan diplomatik 

kedua negara yang sangat dekat. Arab Saudi selama ini dipandang 

sebagai mitra yang memiliki pengaruh politik yang signifikan dalam 

politik kawasan Timur Tengah, terutama karena kemampuannya 

untuk menjadi produsen migas global, dan pengaruh globalnya 

khususnya di negara-negara Muslim (Carnegie Endowment, 2024). 

Sebaliknya, Arab Saudi melihat Amerika Serikat sebagai negara 

kekuatan besar baik secara ekonomi, maupun pertahanan dan 

keamanan. Sebab itu, kemitraan dan kerjasama dengan Amerika 

Serikat merupakan strategi Arab Saudi untuk melindungi eksistensi 

politik kekuasaannya di Timur Tengah, diantaranya melalui 

keberlanjutan suplai peralatan militer, teknologi pertahanan, dan 

keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Arab Saudi 

(Carnegie Endowment, 2024; Elshehaby, 2025; Ulrichsen, 2021).  

Tidak hanya dengan Amerika Serikat, pergeseran geopolitik dunia 

telah memberikan ruang yang semakin besar kepada kekuatan-

kekuatan ekonomi baru, seperti China, Rusia, dan beberapa negara 

berkembang lainnya, dalam menyikapi isu-isu global. Dinamika ini 

ikut mempengaruhi strategi penyelenggaraan kebijakan luar negeri 

Arab Saudi yang berupaya mengurangi ketergantungan politiknya 

terhadap Amerika Serikat, dengan memperluas kemitraan dengan 

negara-negara ekonomi besar lainnya (Sager, 2025), termasuk dalam 

hal diversifikasi investasi PIF di luar negeri. Kerjasama dengan China 

misalnya, PIF Arab Saudi telah berinvestasi sebesar US$50 milyar 

dalam enam perusahaan jasa keuangan terbesar milik China pada 

2024. Nilai ini merepresentasikan 1,5 lebih besar daripada total aliran 

masuk investasi langsung asing ke China pada 2023 (South China 

Morning Post, 2024).  

Strategi investasi ini merupakan salah satu pilihan strategis dalam 

politik luar negeri Arab Saudi. China sebagai salah satu negara dengan 

perkembangan industrialisasi yang sangat pesat membutuhkan 

stabilitas pasokan energi minyak, dan ini menempatkannya sebagai 

salah satu importir minyak terbesar dunia. Secara bersamaan, Arab 
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Saudi adalah salah satu eksportir minyak terbesar dunia, sehingga 

terbentuk suatu kepentingan strategis antara kedua belah pihak. 

Dalam kemitraan ini, Arab Saudi juga berharap bahwa kerjasama yang 

saling menguntungkan ini dapat mendukung pencapaian Saudi Vision 

2030 melalui keunggulan teknologi dan investasi dari China (Al-

Tamimi, 2024).  

Signifikansi dari perkembangan kolaborasi ini diantaranya 

ditunjukkan dalam  China’s Triple Summit yang diselenggarakan di 

Riyadh, Arab Saudi pada Desember 2022. Tidak tanggung-tanggung, 

pertemuan tingkat tinggi antara Presiden China, Xi Jinping, dengan 

Raja Salman, Arab Saudi, dibarengi dengan dua pertemuan besar 

lainnya yaitu China – Gulf Cooperation Council (GCC) Summit dan 

China-Arab States Summit for Cooperation and Development (Niu & 

Wang, 2023). Terdapat beberapa hal penting untuk memahami 

peristiwa bersejarah ini.  

Pertama, negara-negara Arab yang dimotori oleh Gulf Countries 

memiliki pandangan yang sama terhadap pentingnya memperluas 

hubungan dengan China, dan negara-negara di belahan Asia timur 

lainnya yang dicirikan dengan kuatnya pertumbuhan ekonomi, dan 

stabilitas pasar domestik. Kedua, pertemuan multilateral yang 

melibatkan banyak negara Arab tersebut menunjukkan posisi 

strategis Arab Saudi dalam dinamika politik kawasan Timur Tengah 

dan Afrika Utara. Kesediaan negara-negara Arab untuk memberikan 

kepercayaan kepada Arab Saudi sebagai tuan rumah pelaksanaan 

konferensi tingkat tinggi tersebut dapat menjadi suatu gambaran 

tingginya kredibilitas negara penyelenggara dan rekognisi negara-

negara peserta terhadap pengaruh global Arab Saudi. Di sisi lain, 

kehadiran Presiden Xi Jinping untuk bertemu dengan Raja Salman, dan 

pemimpin negara-negara Arab lainnya di Arab Saudi mengindikasikan 

suatu penghormatan dan pengakuan terhadap Arab Saudi sebagai 

negara kekuatan utama di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara.  
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BAB 4 
SUMBER DAYA MANUSIA: UPAYA 

MENGHINDARI RESOURCE CURSE  
 

Sumber daya manusia (SDM) telah menjadi salah satu unsur utama 

dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara maju. Tingginya 

kualitas pembangunan SDM memberikan ruang yang signifikan bagi 

negara untuk berinovasi dan meningkatkan kapabilitas 

teknologinya, sehingga dapat berdampak terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Berdasarkan studi Doyle & O’Connor (2013), sebagian 

besar negara-negara maju seperti Kanada, Amerika Serikat, 

Finlandia, Swiss, dan Jepang merupakan penghasil terbesar jumlah 

paten teknologi baru yang dibutuhkan oleh pasar global. Mereka 

mampu menghasilkan rata-rata lebih dari 100 paten per tahun per 

juta populasi pada 2008. Dalam konteks transisi energi misalnya, 

Jerman sebagai salah satu negara ekonomi maju yang sangat dikenal 

dengan kemajuan teknologinya mengakui kontribusi penting SDM 

berkualitas dalam memperkuat pembangunan energi berkelanjutan 

di negaranya. Termasuk dalam hal ini adalah pembentukan 

komunitas energi di Eropa, dimana kelompok masyarakat 

merupakan unsur krusial dalam membangun kemandirian energi 

baru dan terbarukan, mengalami kendala dalam minimnya 

keterampilan SDM khususnya di bidang pemasaran dan penjualan. 

Sementara itu, pengembangan model bisnis komunitas energi yang 

relatif baru ini sangat memerlukan kedua kompetensi itu (Herbes et 

al., 2021). 

Secara tradisional, modal manusia (human capital) meliputi 

pengetahuan, keahlian dan keterampilan manusia yang diperoleh 

dari belajar, dan pengalamannya dalam bidang-bidang tertentu. 

Namun belakangan, pengertian ini berkembang menjadi lebih luas 

dengan mencakup aspek kepribadian seperti kreativitas, work 

attitudes, ketangguhan dan ketekunan. Perkembangan ini sejalan 
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dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh 

industri dan dunia bisnis secara umum dalam beberapa dekade 

terakhir (Lenihan et al., 2019). Sebab itu, modal manusia dapat 

menjadi salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi di 

negara-negara penghasil SDA. Tingginya tingkat kemampuan dan 

keterampilan akan mendorong peningkatan kapabilitas teknologi 

dan inovasi yang sangat menentukan dalam mengkapitalisasi 

pendapatan dari bisnis ekstraksi SDA untuk memacu laju 

pertumbuhan ekonomi. Meski dalam kenyataannya belum banyak 

negara yang memiliki SDA berlimpah berhasil mengoptimalkan 

modal manusia mereka sehingga dapat berdampak terhadap kinerja 

perekonomiannya.  

Dalam hal ini, salah satu negara yang dapat menjadi sumber 

inspirasi adalah Australia. Menurut data Bank Dunia 

(data.worldbank.org), persentase hasil kontribusi SDA terhadap 

produk domestik bruto (PDB) Australia menempati urutan ke-38 

terbesar dunia yaitu sebanyak 13,4 persen pada 2021 (World Bank, 

n.d.). Di sisi lain, Human Development Reports (UNDP) 

memposisikan Australia dalam kategori negara-negara dengan 

indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi dengan indeks 

0,958 pada 2023 (UNDP, n.d.). Demikian pula dalam hal inovasi, 

Global Innovation Indeks 2024 yang dirilis oleh the World Intellectual 

Property Organization (WIPO) menempatkan Australia pada urutan 

ke-23 dari 133 negara yang dinilai berdasarkan empat aspek utama 

meliputi investasi pada bidang sains dan inovasi, perkembangan 

teknologi, adopsi teknologi, dan dampak sosioekonomi dari inovasi 

(WIPO, 2024).  

Selain untuk kebutuhan domestik, Australia merupakan eksportir 

berbagai sumber daya alam strategis yang berkualitas dan diakui 

secara global. Beberapa diantaranya bahkan merupakan komoditas 

utama di pasar global seperti batu bara, wol, daging dan produk 

olahan ternak, buah-buahan segar, dan makanan beku (de Silva, 

2014). Sebagian besar (60%) bahan bakar energi listrik di Australia 

masih menggunakan batu bara, dan batu bara merupakan salah satu 
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penyumbang utama pendapatan ekonomi Australia terutama dari 

aktivitas ekspor ke pasar global yang menempatkannya pada posisi 

pertama sebagai eksportir batu bara terbesar dunia (Curran, 2021). 

Australia juga dikenal sebagai produsen bijih besi terbesar yang 

banyak digunakan dalam industri besi baja global. Pada 2019, 

ekspor bijih besi Australia mencapai 835 juta ton, setara dengan 36 

persen dari total penjualan komoditas bijih besi secara global (Wang 

et al., 2023). Lebih dari itu, Australia adalah salah satu produsen gas 

alam cair (LNG) terbesar dunia dengan volume ekspor terbesar 

kedua setelah Qatar pada 2020. Pangsa pasar ekspor LNG Australia 

bersama-sama dengan Qatar mencapai 43,4 persen dari total pasar 

LNG pada periode tersebut (Zou et al., 2022).  

Gambar 4.1 EKSPOR LNG AUSTRALIA & QATAR 2015-2025  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: International Energy Agency – www.iea.org  

 

Namun pada saat bersamaan, Australia telah diakui sebagai salah 

satu negara dengan sistem pendidikan dan penelitian terbaik dunia. 

QS Quacquarelli Symonds Limited, lembaga pemeringkatan 

perguruan tinggi terbaik dunia (QS World University Ranking), 

http://www.iea.org/
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memposisikan Australia dalam peringkat ketiga dari 20 negara 

dengan sistem pendidikan tinggi terbaik dunia pada 2019. Unsur 

utama dalam pemeringkatan ini mencakup (1) kekuatan sistem 

pendidikan tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya, (2) 

akses ketersediaan jumlah penerimaan mahasiswa di kampus-

kampus top dunia, (3) evaluasi terhadap lembaga-lembaga 

pendidikan tinggi utama, dan (4) kekuatan relatif sistem pendidikan 

tinggi terhadap PDB perkapita (Quacquarelli Symonds (QS), 2019). 

Dalam Nature Index, salah satu pemeringkatan internasional yang 

seringkali dijadikan rujukan untuk menggambarkan performa 

saintifik dan penelitian primer, Australia berada pada peringkat ke-

11 dengan jumlah artikel mencapai 4.005 artikel dalam periode 1 

April 2024 – 31 Maret 2025 (Nature Index, 2025).  

Dari wilayah Amerika Selatan, Chili merupakan salah satu negara 

kaya SDA namun juga menonjol dalam aspek kualitas SDM. 

Berdasarkan data Bank Dunia, pendapatan dari sektor SDA 

menyumbang sebanyak 16,9 persen terhadap PDB Chili pada 2021, 

menempatkan negara tersebut pada peringkat ke-32 dunia (World 

Bank, n.d.). Sementara itu, Laporan Pembangunan Manusia UNDP 

mengelompokkan Chili dalam kategori negara dengan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) yang sangat tinggi yaitu 0,878 pada 

2023 (UNDP, 2025).  

Chili merupakan salah satu negara di benua Amerika yang dianggap 

sukses dalam mengoptimalkan pendapatan SDA untuk 

pembangunan ekonominya, terutama bersumber dari pengolahan 

pertambangan dan pertanian. Hingga kini, Chili adalah salah satu 

penghasil terbesar tembaga dan lithium yang sangat dibutuhkan 

untuk mendukung industrialisasi kendaraan listrik dan energi 

terbarukan. Ekspor komoditas tembaga menyumbang hampir 50 

persen terhadap total kinerja ekspor Chili ke pasar global (Crooker, 

2024), dan ini terus meningkat seiring dengan melonjaknya 

permintaan global dan tuntutan transisi energi dunia. Komoditas 

tembaga Chili telah diekspor ke lebih dari 24 negara mitra dagang. 

Volume ekspor ini mencakup lebih dari sepertiga suplai tembaga di 
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pasar global (Abbas et al., 2024). Sebab itu, industri pertambangan 

tembaga memiliki kontribusi signifikan dalam perekonomian Chili, 

menyumbang sekitar 18 persen terhadap total pendapatan fiskal, 

dan 27 persen dari total investasi asing dalam beberapa dekade 

terakhir (Valdes, 2021).  

Demikian halnya dengan lithium, komoditas ini dianggap oleh 

banyak lembaga internasional termasuk Komisi Eropa, the 

International Energi Agency (IEA), dan Bank Dunia, sebagai mineral 

kritis yang fundamental peranannya dalam transisi energi bersih. 

Bahkan, lithium dinilai tidak dapat tergantikan dalam fungsinya 

sebagai bahan baku terutama untuk menghasilan baterai 

penyimpanan energi. Sebab itu, lithium telah dimasukkan ke dalam 

daftar material kritis  strategis sejak 2020, dan nilainya 

diproyeksinya melonjak tajam hingga 965 persen pada 2050 akibat 

tidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan (Mura et al., 

2025). Selain menempati peringkat kedua produsen utama dunia 

setelah Australia, Chili diperkirakan memiliki cadangan lithium 

terbesar dibandingkan dengan negara-negara penghasil lithium 

lainnya (Roche et al., 2025). Hal ini berimplikasi terhadap semakin 

menguatkan posisi strategis Chili dalam perkembangan transisi 

energi bersih global.  
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Gambar 4.2 Proyeksi Nilai Logam Kritis Tahun 2050 

 

Sumber: Mura et al., 2025 

Menariknya, kekayaan alam strategis ini tidak membuat Chili lengah 

terhadap pentingnya aspek sumber daya manusia dalam 

mendukung pertumbuhan ekonominya. Selain ditunjukkan dengan 

tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam UNDP Human 

Development Report, kualitas SDM Chili juga tergambarkan dalam 

2024 Global Innovation Index yang secara global menempati 

peringkat ke-51, dan peringkat teratas dalam wilayah Amerika Latin 

dan Karibia (WIPO, 2024). Pencapaian ini juga berimplikasi 

terhadap kinerja industri non-ekstraktif Chili yang memperoleh 

manfaat positif dari perkembangan riset dan inovasi teknologi. 

Sebagai salah satu indikatornya adalah terus meningkatnya indeks 

kapasitas produktif Chili dari 50,3 pada 2000 menjadi 58,3 pada 

2022, diatas dari indeks rata-rata dunia 47,5 dengan maksimal skor 

100 (UNCTAD, 2023).  

Berdasarkan laman United Nations Trade and Development 

(UNCTAD), kapasitas produktif didefinisikan sebagai sumber daya 

produktif, kapabilitas kewirausahaan dan rantai produksi, yang 

secara bersamaan menentukan kemampuan suatu negara dalam 

memproduksi barang dan jasa, sehingga meningkatkan 
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kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang. Lebih lanjut, 

penilaian Productive Capacities Index (PCI) oleh UNCTAD ini 

dilakukan terhadap 194 negara dengan memprioritaskan delapan 

aspek utama yaitu teknologi informasi dan komunikasi (TIK), 

perubahan struktural, natural capital, human capital, energi, 

transportasi, sektor swasta dan institusi-institusi pemerintahan 

(UNCTAD, 2023). Sejalan dengan performa produktifitas ini, jumlah 

perguruan tinggi Chili yang masuk dalam pemeringkatan dunia 

terus mengalami peningkatan termasuk dalam the Academic 

Ranking of World Universities (ARWU), the Times Higher Education 

(THE) World University, dan QS World University Ranking (Ganga-

Contreras et al., 2024). Secara umum, keberhasilan institusi 

pendidikan tinggi untuk tembus dalam pemeringkatan dunia dapat 

menunjukkan kualitas pendidikan dan SDM suatu negara dalam 

persaingan global.  

Melihat capaian dan prestasi Australia dan Chili dalam bidang 

pembangunan manusia ini, banyak hal menarik untuk dipelajari 

terutama bagaimana pemerintah mengoptimalkan penghasilan dari 

sektor SDA untuk kepentingan sektor pendidikan sehingga 

memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja 

perekonomian. Strategi kebijakan pemerintah dalam memperkuat 

penelitian dan inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing 

produk Australia di pasar global. Serta, upaya keberlanjutan dalam 

transformasi dan mengurangi ketergantungan terhadap hasil SDA.  

A. Penerimaan SDA & Tata Kelola Sektor 

Pendidikan 

Sumber daya alam merupakan salah satu penyumbang terbesar 

pendapatan pemerintah Australia. Sebab itu, meski telah menjadi 

salah satu negara dengan komitmen besar terhadap tata kelola hijau, 

Australia masih memberikan perhatian seriusnya terhadap sektor 

sumber daya alam termasuk melalui subsidi dan dukungan 

kebijakan (Sinclair & Coe, 2024). Bagaimana tidak, pembayaran 
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royalti dari perusahaan pertambangan, migas, dan mineral telah 

menjadi salah satu sumber utama untuk mendanai sektor-sektor 

esensial seperti pendidikan dan kesehatan. Dari nilai keseluruhan 

komoditas yang mencapai $2 triliun, komoditas bijih besi memiliki 

porsi paling besar dengan kontribusi sekitar 44 persen, dilanjutkan 

dengan batu bara, dan migas sekitar 37 persen (Moore, 2025). 

Sektor pertambangan adalah industri padat modal yang 

berkontribusi relatif kecil terhadap lapangan pekerjaan di Australia 

yaitu sekitar 1,7 persen terhadap total lapangan kerja pada 2011. 

Kendati begitu, pelonjakan investasi di sektor ekstraktif ini menjadi 

salah satu faktor penggerak laju investasi di industri lainnya 

termasuk sektor bangunan dan manufaktur. Ekspansi bisnis 

pertambangan membutuhkan dukungan dari sektor-sektor lainnya 

sehingga menghasilkan dampak berlipat ganda dalam 

perekonomian Australia. Selain itu, pemerintah Australia 

mengoptimalkan pendapatan dari industri pertambangan beserta 

sektor pendukungnya, seperti kegiatan penelitian dan 

pengembangan, dan industri permesinan, melalui kebijakan 

perpajakan yang diantaranya berupa pajak korporasi sebesar 30 

persen terhadap hasil pendapatan perusahaan (Freebairn, 2012)  

Dalam hal pengelolaan, terdapat pemisahan manajemen SDA antara 

yang berada di daratan (onshore) dan lepas pantai (offshore). 

Pemerintah Persemakmuran mengelola SDA yang berada di lepas 

pantai, sementara pemerintah negara bagian mengelola SDA di 

daratan (Moore, 2025). Perbedaan kewenangan dalam pengelolaan 

ini berimplikasi terhadap kemampuan finansial masing-masing 

wilayah dalam mendanai kebutuhan sektor publik. Semakin besar 

SDA yang dikelola, maka semakin besar potensi pendapatan yang 

diperoleh. Queensland, sebagai contoh, merupakan salah satu 

negara bagian Australia yang menerima keuntungan besar dari 

royalti bisnis bahan bakar fosil. Nilai royalti yang diterima oleh 

pemerintah Queensland dari industri batu bara mencapai $3,5 

milyar pada periode 2019-2020, setara dengan 11,7% dari total 

penerimaan nonhibah (Burke, 2023).  
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Secara umum, berdasarkan data Bank Dunia (Grafik…), pengeluaran 

pemerintah Australia di sektor pendidikan berada di atas rata-rata 

dunia yaitu 5,4 persen (2020), 5,3 persen (2021), dan 5,1 persen 

(2022). Persentase ini dikalkulasi dari persentase nilai total 

pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap produk 

domestik bruto (PDB) dimana rata-rata dunia berada di sekitar 4 

persen Selama periode 2020-2022.  

 

 

Source: World Bank  

 

Sistem pendidikan Australia mengenal tiga sektor sekolah yaitu 

sektor publik, Katolik, dan sektor Independen. Secara persentase, 

sekolah sektor publik lebih banyak menerima siswa (66%), diikuti 

dengan sekolah Katolik (20%), dan sektor Independen (14%). 

Berdasarkan persentase jumlah siswa ini, sekolah sektor publik 

adalah lembaga pendidikan yang paling banyak menerima siswa-

siswa kurang mampu, dibandingkan dengan sektor Katolik, dan 

Independen.  
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Kendati begitu, pembiayaan pemerintah Federal lebih banyak 

mengalir ke sekolah Katolik, dan Independen yang hanya menerima 

sedikit siswa kurang mampu. Sementara itu, sekolah-sekolah publik 

sangat bergantung kepada dukungan pendanaan dari pemerintah 

negara bagian (States), dan pemerintah wilayah (Territories) 

sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi Australia. 

Berdasarkan kesepakatan yang sudah berjalan, pemerintah negara 

bagian dan pemerintah wilayah bertanggung jawab untuk 80 persen 

dana yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah publik, sedangkan 

pemerintah Federal diharapkan dapat menambahkan 20 persen 

sisanya. Sebaliknya, dana pemerintah Federal lebih banyak mengalir 

ke sekolah-sekolah non-pemerintah di sektor Katolik, dan 

Independen (Sinclair & Coe, 2024).  

Pendidikan telah menjadi salah satu kebijakan fundamental dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di Australia. Tingginya tingkat 

kepedulian pemerintah dan minat masyarakat terhadap pendidikan 

menjadi salah satu faktor diberlakukannya wajib belajar bagi warga 

negara Australia yang dimulai sejak umur 6 tahun hingga umur 17 

tahun (Morris, 2024). Dalam wajib belajar 12 tahun, siswa belajar 

dari tingkatan primary schools dari tahun ke-1 sampai dengan tahun 

ke-6, kemudian berlanjut ke secondary school dari tahun ke-7 hingga 

tahun ke-12. Melalui penerapan model kurikulum komprehensif, 

siswa mempelajari subyek inti yang sama dari tahun ke-1 sampai 

dengan tahun ke-10. Setelah itu, pada dua tahun terakhir, mereka 

dapat memilih subyek spesifik sesuai minat mereka beserta jalur 

kurikulum tertentu. Kurikulum dan sistem evaluasi belajar dikelola 

oleh pemerintah Federal sehingga terdapat standarisasi dalam 

pencapaian kualitas pendidikan khususnya melalui Australian 

Curriculum and Reporting Authority (ACARA) dan ujian berstandar 

the National Program of Literacy and Numeracy (NAPLAN) (Perry, 

2024).  

Berbeda dengan Australia, sektor pendidikan merupakan salah satu 

layanan publik yang cenderung terabaikan sebelum bergulirnya 

reformasi pemerintah di Chili setelah 1990an. Pada masa itu, sektor 
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pendidikan diwarnai dengan guru-guru yang mengalami 

demoralisasi karena penyusutan pendapatan secara signifikan, 

infrastruktur yang usang, dan sangat terbatasnya ketersediannya 

buku-buku pelajaran, perpustakaan, dan sarana penting lainnya 

dalam proses pembelajaran (González et al., 2023). Salah satu upaya 

kebijakan pemerintah Chili untuk mengatasi permasalahan ini 

adalah dengan melakukan reformasi regulasi terkait dengan 

pendidikan antara lain melalui pemberlakuan the Preferential School 

Subsidy law (SEP) pada 2008. Undang-undang ini menjadi aturan 

yang pertama kalinya memberikan kewenangan kepada pemerintah 

untuk mengintervensi siswa-siswa dengan latar belakang ekonomi 

kurang mampu, baik di sekolah publik maupun di swasta agar 

mereka memiliki kesempatan yang sama dengan kelompok 

masyarakat lainnya (Martinez, 2023).  

Namun begitu, pemberian bantuan ini juga disertai dengan 

pengawasan yang ketat terutama dalam aspek tata kelola institusi 

sekolah. Pertama, sekolah penerima bantuan wajib menandatangani 

kesepakatan dengan Kementerian Pendidikan untuk menjalani 

rencana empat tahun pengembangan mencakup peningkatan 

kualitas pengajaran, kepemimpinan sekolah, dan sumber daya 

pembelajaran. Kedua, sekolah-sekolah di Chili diberikan target 

kinerja utamanya pada subyek matematika, sains, dan ujian bahasa.  

Standar ini kemudian digunakan untuk mengkategorikan mereka 

dalam tiga kelompok yang berbeda, yaitu autonomous or high-

performing (sekolah dengan prestasi paling tinggi), emerging or 

average-performing (peringkat kedua), dan peringkat terbawah in-

recovery atau low-performing schools. Pemeringkatan ini berimbas 

kepada fleksibilitas penggunaan dana SEP dan tingkat pengawasan 

terhadap program dan aktivitas institusi sekolah. Dari aspek 

keuangan, sekolah dalam kategori high-performing diberikan 

keleluasan lebih banyak untuk mengatur bantuan keuangan yang 

diberikan pemerintah untuk siswa-siswa kurang mampu mereka. 

Sementara itu, sekolah dengan kategori lebih rendah diberikan 

pengawasan yang lebih ketat dalam pengelolaan bantuan keuangan. 
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Demikian pula dalam aspek penilaian, sekolah dengan kinerja dan 

prestasi tinggi hanya perlu dievalusi selama empat tahun sekali, 

sedangkan sekolah yang berada di level lebih rendah harus melalui 

proses pengawasan dan evaluasi setiap tahun (Martinez, 2023). 

Supervisi pemerintah ini bertujuan agar penggunaan anggaran 

untuk pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam 

rangka peningkatan kualitas SDM Chili.  

Reformasi struktural di sektor pendidikan ini berlanjut dengan 

ditetapkannya undang-undang untuk mendorong inklusifitas 

pendidikan di Chili pada 2015 yaitu the Law for School Inclusion 

(Leyden Inclusión Escolar). Kendati masih mempertahankan model 

pasar dalam kebijakan sektor pendidikan, undang-undang ini 

mendorong penghapusan secara bertahap pemungutan 

pembayaran dan seleksi penerimaan di sekolah-sekolah yang 

menerima subsidi dari pemerintah, serta menegaskan larangan 

kepada mereka untuk mengejar keuntungan dari penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah (Valenzuela & Montecinos, 2017). Kebijakan 

ini disambut baik oleh para kepala sekolah yang menganggap 

keputusan pemerintah tersebut akan memperluas akses pendidikan 

kepada seluruh masyarakat Chili tanpa membedakan latar belakang 

sosial ekonomi keluarga (Rojas Fabris et al., 2021).  

Tidak hanya itu, dengan mempertimbangkan peran penting guru 

dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, pemerintah Chili 

juga menetapkan the National System for Teachers’ Professional 

Development (Ley Sistema Nacional de Desarrollo Profesional 

Docente) pada 2016 untuk mendorong peningkatan profesionalisme 

guru (Valenzuela & Montecinos, 2017). Regulasi ini mencakup 

peningkatan standarisasi dan akreditasi terhadap program-

program pelatihan guru, persyaratan dan ketentuan minimum 

untuk keikutsertaan peserta dalam program-program pelatihan 

tersebut, dan pelaksanaan dua uji diagnostik kepada para guru 

pelajar (Fernández Cofré et al., 2021).  

Berdasarkan beberapa strategi kebijakan ini, tampak keseriusan 
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pemerintah Chili dalam meningkatkan kualitas SDM melalui 

pengelolaan sektor pendidikan secara profesional, terukur, dan 

berkualitas. Dari hulu permasalahan, peningkatan kualitas guru 

merupakan suatu keniscayaan dalam rangka memberikan jaminan 

kepada masyarakat layanan pendidikan berkualitas, sementara dari 

hilir, perluasan akses pembiayaan peserta didik tanpa diskriminasi 

adalah wujud dari komitmen pemerintah untuk menciptakan rasa 

adil di tengah masyarakat, serta bentuk kepedulian pemerintah 

terhadap peran strategis pendidikan untuk pembangunan 

perekonomian. Semangat kebijakan ini juga tercermin dalam 

pengeluaran pemerintah Chili di sektor pendidikan yang berada 

sekitar 5 persen dari total PDB selama periode 2020-2022. 

Persentase ini sedikit lebih rendah daripada Australia, namun lebih 

tinggi daripada rata-rata persentase dunia yang hanya 4 persen 

pada periode yang sama (lihat gambar 4.3).  

B. SDM dan Kolaborasi Inovasi  

Belajar dari pengalaman dari Australia dan Chili, pendidikan telah 

menjadi instrumen strategis bagi pemerintah untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia yang esensial dalam mendukung 

pertumbuhan nasional. Pengalaman Australia dengan sistem 

pemerintahan federalnya, tanggung jawab pendidikan telah menjadi 

tanggung jawab bersama dengan pemerintah negara-negara bagian, 

pemerintah wilayah. Sementara itu, pemerintah Chili berupaya 

serius dalam membantu siswa-siswa tidak mampu untuk 

mendapatkan akses pendidikan yang bermutu melalui dukungan 

pendanaan pendidikan, dan peningkatan kualitas para guru, serta 

sarana dan prasarana pendidikan.  

Strategi kebijakan ini adalah fondasi penting dalam membangun 

kapabilitas intelektual dan keterampilan anak-anak muda usia 

produktif yang memiliki peran penting dalam menghasilkan inovasi-

inovasi dalam industri sehingga berdampak positif terhadap 

pembangunan ekonomi. Inovasi dianggap sebagai faktor krusial 

dalam meningkatkan produktivitas bisnis dan industri. Hal ini 
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didapatkan dari perubahan-perubahan progresif baik dari segi 

proses bisnis, maupun penemuan-penemuan teknologi baru yang 

semuanya lahir dari ide dan gagasan manusia (Baiyegunhi, 2024).  

Dalam kasus Australia, menurut beberapa penelitian terdahulu, 

setiap $1 yang dikeluarkan untuk kegiatan riset dan pengembangan 

(R&D) menghasilkan keuntungan ekonomi dengan rata-rata nilai 

$20,8 ditambah dengan rata-rata pengembalian keuntungan 

sebanyak 104% setiap tahunnya. Sebab itu, inovasi adalah salah satu 

faktor kunci dalam performa ekonomi Australia dalam industri 

global (Wynn et al., 2022).  Hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan 

dengan terus meningkatnya jumlah SDM peneliti profesional di 

Australia yang fokus kepada bidang riset dan pengembangan. 

Berdasarkan data UNESCO, jumlah SDM peneliti di Australia 

meningkat dari 3.470,7 per juta penduduk pada 2000 menjadi 

4.568,6 per juta penduduk pada 2010.  

Strategi pemerintah Australia dalam mendorong inovasi dan 

penguatan kolaborasi antara sektor akademik, lembaga riset, dan 

industri bukan merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan 

publik yang singkat dan instan. Pada 2000, pemerintah Australia 

memperkenalkan paket kebijakan Backing Australia’s Ability (BAA) 

yang dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam proses 

penguatan inovasi di Australia dalam beberapa dekade terakhir. 

Pelaksanaan program BAA dilandasi dengan analisis dan evaluasi 

terhadap rantai pasok industri yang memberikan kesempatan 

kepada pemerintah untuk menyediakan insentif dan dukungan 

finansial secara selektif. Tujuan utamanya adalah memperkuat 

posisi industri di pasar global dengan meningkatkan daya saing 

mereka dalam persaingan industri internasional (Mintrom & 

Wanna, 2006).  

Dipandang kurang berdampak signifikan, pemerintah Australia 

kemudian mengembangkan kebijakan inovasi ini dengan merilis 

strategi the Powering Ideas: An Innovation Agenda for the 21st 

Century pada 2009. Sebagai pembaharuan kebijakan, strategi ini 
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lebih menekankan sistem inovasi yang menghubungkan antara 

inovasi dan penelitian dengan keterlibatan industri, komunitas 

pebisnis, dan pemerintah (Cetindamar et al., 2024). Modifikasi 

strategi inovasi ini dilakukan demi mendongkrak kinerja inovasi di 

sektor publik yang diharapkan berkontribusi secara signifikan 

dalam mengatasi tantangan-tantangan sosial dan lingkungan (Green 

et al., 2014). Hal ini dilatarbelakangi pula menurunnya performa 

daya saing global Australia saat itu yang terekam dalam Global 

Competitiveness Index, World Economic Forum dari peringkat ke-5 

menjadi peringkat ke-18 dalam hal berkurangnya persentase 

anggaran inovasi dan sains terhadap PDB (Cetindamar et al., 2024). 

Fase kritis berikutnya dalam penyelenggaraan strategi inovasi oleh 

pemerintah Australia adalah penetapan agenda nasional National 

Innovation and Science Agenda (NISA) pada 2015. NISA 

memfokuskan kepada pengembangan unsur-unsur penting dalam 

inovasi yaitu pendidikan, sains, penelitian, dan infrastruktur, serta 

memberikan insentif bisnis dan menghapus hambatan regulasi (A. 

George & Tarr, 2021).  Sebagai salah satu agenda politik utama, isu 

inovasi telah mendapatkan perhatian serius dalam pemerintahan 

Perdana Menteri Malcolm Turnbull yang mendorong transisi 

strategi ekonomi dari ‘mining boom’ ke ‘ideas boom (Jayasuriya & 

Johnson, 2016).’  Dalam merealisasikan visi ini, pemerintah 

Australia bahkan mengalokasikan anggaran pengeluaran sebesar 

$1,1 milyar antara periode 2015 dan 2019 dengan program-

program strategis yang dikelompokkan dalam empat tema utama 

yaitu culture and capital, kolaborasi, talent and skills, dan 

pemerintah sebagai percontohan (A.-J. M. George et al., 2020).  

Sebagai salah satu perkembangan terkini adalah strategi Stimulating 

Business Investment in Innovation (SBII) yang mulai diperkenalkan 

oleh pemerintah Australia pada awal 2020. Dibandingkan dengan 

kebijakan inovasi NISA, kerangka inovasi baru ini merupakan 

strategi jangka pendek dengan fokus pada unsur inovasi yang tidak 

bersumber pada kegiatan riset dan pengembangan. Salah satu 

realisasi dari strategi ini adalah penggabungan instansi pemerintah 
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Australia di bidang industri, inovasi, dan sains pada Oktober 2025 

(Cetindamar et al., 2024). Dengan menempatkan industri sebagai 

kata pertama dalam nama lembaga baru ini diharapkan 

pertumbuhan industri menjadi lebih produktif dan terukur sehingga 

berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan 

lebih banyak lapangan kerja. Kebijakan inovasi SBII juga 

menunjukkan pergeseran orientasi strategi inovasi dari innovation 

systems menjadi industry ecosystems, dimana penguatan kolaborasi 

riset dan industri dilakukan untuk memfasilitasi peningkatan 

kapabilitas industri melalui kontrak-kontrak penelitian bersama 

dengan lembaga riset dan perguruan tinggi (A. George & Tarr, 2021). 

Sebagai salah satu implementasinya, pemerintah Australia secara 

khusus memberikan perhatian terhadap optimalisasi ekonomi 

digital yang sangat bergantung kepada ide-ide inovatif seperti 

pengembangan artificial intelligence, keamanan siber, dan inovasi 

teknologi lingkungan yang dapat mempercepat pengurangan emisi 

dan menghasikan energi bersih (Cetindamar et al., 2024).   
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Gambar 4.4 Strategi Inovasi Pemerintah Australia 1983-2020 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: A. George & Tarr, 2021. 

Dalam kasus Chili, rekognisi internasional terhadap performa 

inovasi nasionalnya dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah 

paten dan kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh negara 

tersebut dalam beberapa dekade terakhir (Cereceda Otarola et al., 
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2025). Prestasi global ini dapat dianggap sebagai suatu keberhasilan 

dari upaya serius pemerintah Chili dalam mendorong riset dan 

pengembangan salah satunya melalui peningkatan alokasi investasi 

di bidang sains, teknologi dan inovasi (STI). Nilai investasi Chili di 

bidang STI meningkat secara signifikan dari US$ 250 juta pada 2000 

menjadi US$ 800 juta pada 2020 dengan menitikberatkan pada 

proyek-proyek riset dan pengembangan teknologi tinggi (Novoa, 

2025).  

Sementara itu, dari aspek pengembangan SDM, pemerintah Chili 

sangat menyadari peran vital dari para insinyur dan perekayasa 

dalam pengembangan teknologi dan industri. Untuk itu, sejak 2013, 

pemerintah Chili telah menyediakan pendanaan khusus untuk 

pengembangan program studi di perguruan tinggi khusus di bidang 

engineering. Pada 2014, realisasi program ini melibatkan 10 

perguruan tinggi yang memiliki bidang studi ini untuk mengerjakan 

lima proposal riset dan pengembangan terkait dengan inovasi 

teknologi industri (Letelier & Sandoval, 2015). Beberapa hal ini 

menggambarkan bahwa pola strategi inovasi yang dilakukan oleh 

pemerintah Chili relatif sama dengan negara-negara lainnya yaitu 

memperkuat kolaborasi antara pemerintah, universitas dan 

lembaga riset, dan industri.  

Sebagai salah satu aktor utama dalam mengoptimalkan kebijakan 

inovasi di Chili, CORFO (Corporation for Development/Productive 

Development Corporation/Economic Development Agency) 

memfasilitasi aktivitas terkait dengan riset dan pengembangan di 

sektor-sektor strategis. Perannya krusial dalam memberikan 

fasilitas insentif kepada para inovator dan aktivitas strategis seperti 

program pengembangan perusahaan-perusahaan rintisan (startup) 

dan proyek-proyek energi terbarukan (Griffith-Jones et al., 2018).  

Berdasarkan data 2018, CORFO telah menyediakan pendanaan 

kepada lebih 1.000 perusahaan rintisan pada 2017, membiayai 800 

proyek inovasi di perusahaan-perusahaan, dan mendanai lebih dari 

35 konsorsium riset yang menghubungkan antara perguruan tinggi 

dengan industri (Angulo, 2018).  
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Selain itu, dukungan pemerintah terhadap kegiatan pengembangan 

inovasi juga diterjemahkan dalam regulasi diantaranya dengan 

pemberian insentif pajak yang bertujuan memberikan stimulus 

kepada sektor swasta untuk berkontribusi melalui investasi dalam 

kegiatan inovasi (Tamayo-Galarza et al., 2025). Meskipun beberapa 

studi menilai rangkaian strategi ini tidak cukup mendongkrak 

partisipasi sektor swasta untuk berinvestasi lebih banyak dalam 

kegiatan inovasi (Mardones & Madrid Becerra, 2020).  

Berangkat dari kedua kasus negara ini, Australia dan Chili, tampak 

jelas bahwa perihal riset, pengembangan, dan inovasi adalah 

kebijakan strategis yang krusial dalam mendorong pertumbuhan 

ekonomi mereka. Sebagai sesama anggota organisasi negara-negara 

ekonomi maju OECD, Australia dan Chili memiliki target yang relatif 

sama yaitu mengoptimalkan kolaborasi antara pemerintah, 

perguruan tinggi dan lembaga riset, dengan industri untuk 

menghasilkan lebih banyak inovasi dan nilai tambah dalam 

perekonomian mereka.  
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BAB 5 
PERTUMBUHAN HIJAU: EKONOMI 

RENDAH KARBON DAN MANAJEMEN 

SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN  
 

 ‘Pertumbuhan hijau’ telah berkembang menjadi salah satu bahasan 

populer dalam kajian pembangunan global selama beberapa dekade 

terakhir. Hal ini tentunya tidak lepas dari dinamika ekonomi politik 

global yang terus berupaya mencari solusi terhadap dampak 

lingkungan dari aktivitas bisnis dan perdagangan internasional, 

serta desakan publik internasional terkait dengan isu perubahan 

iklim. Rilis laman resmi Conference of Parties (COP) 29 menyebutkan 

sekitar 25 persen lahan daratan telah mengalami kerusakan yang 

berakibat buruk terhadap aspek perekonomian masyarakat petani, 

dan berdampak kepada jutaan populasi melalui ketahanan pangan, 

dan harga bahan-bahan pokok, serta berbagai bahaya lingkungan 

(COP 29, 2024). Sebab itu, urgensi permasalahan lingkungan ini 

melatarbelakangi semakin populernya tuntutan global terhadap 

pertumbuhan hijau.  

Green growth untuk pertama kalinya digunakan dalam deklarasi 

menteri pada pertemuan antar negara Asia Pasifik, the Fifth 

Ministerial Conference on Environment and Development (MCED) di 

Seoul, Korea Selatan, Maret 2005. MCED merupakan pertemuan lima 

tahunan yang diselenggarakan oleh Komisi Ekonomi dan Sosial 

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP) 

sejak 1985. Pertemuan ini dihadiri oleh para menteri terkait di 

bidang lingkungan dan pembangunan untuk membahas dan 

mengevaluasi agenda pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia 

Pasifik (PreventionWeb, 2010). The Seoul Initiative Network on 

Green Growth (SINGG) sebagai deklarasi bersama antar negara yang 

dihasilkan di Seoul turut meningkatkan pengaruh Korea Selatan 
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sebagai negara kekuatan menengah dalam tata kelola lingkungan 

global (Blaxekjær, 2016). SINGG adalah wujud dari keinginan 

bersama negara-negara Asia Pasifik untuk mempercepat 

pencapaian pembangunan berkelanjutan di kawasan. 

Sebelum terminologi ini digunakan secara resmi dalam forum resmi 

internasional PBB, beberapa akademisi dan politisi telah menulis 

dan menuangkan pemikiran mereka untuk memperjelas konsep dan 

prospek pelaksanaannya. Salah satunya adalah Paul Ekins, seorang 

Guru Besar dalam Bidang Sumber Daya dan Kebijakan Lingkungan, 

University College London (UCL), yang menulis suatu buku berjudul 

Economic Growth and Environmental Sustainability: the Prospects for 

Green Growth. Dalam bukunya yang diterbitkan pada 1999 tersebut, 

Paul Elkins membahas beberapa hal penting terkait dengan konsep 

keberlanjutan lingkungan, dan konsekuensi lingkungan dari 

pertumbuhan populasi, produksi, dan teknologi.  

Sebelum itu, Suresh Prabhu, Menteri Lingkungan dan Kehutanan, 

Republik India, menulis suatu artikel berjudul Green Growth: India’s 

Environmental Challenge dalam Harvard International Review, edisi 

winter 1998/1999. Dalam artikelnya, Menteri Suresh Prabhu 

menjelaskan rencana strategis pemerintah India dalam rangka 

menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan 

terhadap lingkungan dengan memasukkan pertimbangan 

lingkungan dalam agenda kebijakan ekonomi dan industri nasional. 

Setelah dua dekade berlalu sejak MCED 2005 berbagai tantangan 

lingkungan terus menjadi perhatian masyarakat di berbagai belahan 

dunia. Dampaknya secara langsung dirasakan oleh masyarakat dari 

aspek ekonomi, kesehatan, hingga keamanan. Untuk itu, artikel ini 

berupaya menguraikan lebih lanjut pengertian green growth dari 

berbagai sumber bacaan, dan juga temuan-temuan empiris dari 

beberapa penelitian dalam beberapa tahun terakhir.  
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A. Green Growth: Konsep Pertumbuhan 

Ekonomi Berkelanjutan 

Pertumbuhan hijau sebagai suatu konsep dalam kebijakan 

pembangunan ekonomi memfokuskan kepada upaya untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa memperburuk 

eksploitasi alam dan kerusakan lingkungan. Dalam konsep ini, 

pertumbuhan ekonomi berorientasi lingkungan dapat dicapai 

seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan 

yang menghasilkan inovasi dan teknologi baru lebih efisien dan 

ramah lingkungan (Hickel & Kallis, 2020).  

Hal ini penting untuk dilakukan sebagai konsep strategis yang 

menekankan pentingnya mengurangi risiko polusi lingkungan, 

emisi karbon, dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi fosil 

yang masih menjadi sumber energi utama dalam banyak kegiatan 

masyarakat dan industri. Dengan demikian diharapkan 

pertumbuhan ramah lingkungan dapat dicapai melalui upaya 

pembangunan teknologi produksi yang rendah emisi dan ramah 

lingkungan (Fernandes et al., 2021). Konsep green growth 

mendorong kemajuan teknologi dan inovasi sebagai faktor penting 

di dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan 

memperkecil dampak negatif dari aktivitas ekonomi terhadap 

lingkungan. Inovasi teknologi secara bersamaan dapat 

meningkatkan produktivitas ekonomi dan efisiensi penggunaan 

energi (Dong & Ullah, 2023). Teknologi dan inovasi menjadi unsur 

penting di dalam konsep pertumbuhan hijau ini. 

Teknologi sebagai kemajuan peradaban manusia dibangun 

berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dalam mengatasi 

kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam 

hal produktivitas industri misalnya, kemajuan teknologi menjadi 

faktor penting yang menentukan keunggulan ekonomi di banyak 

negara. Hal ini termasuk peran teknologi dalam meningkatkan 

kinerja produksi secara efisien dan lebih berkualitas.  
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Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman, 

telah membuktikan optimalisasi penggunaan teknologi dalam 

rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga 

menempatkan mereka bersama-sama dalam kelompok 

perekonomian negara maju. Kemampuan high-technology 

manufacturing negara-negara ini telah mempengaruhi secara 

signifikan penerimaan pasar terhadap produk ekspor mereka di 

pasar global. Merek produk seperti International Business Machines 

(IBM) dari Amerika Serikat, Toyota Motor (Jepang), dan Siemens 

(Jerman) adalah beberapa contoh produk berteknologi tinggi yang 

sangat populer di pasar global. Hal ini menggambarkan bahwa 

kapabilitas teknologi menjadi salah satu faktor kunci dalam 

menentukan performa perekonomian negara dalam kancah 

internasional. 

Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan 

tingginya produktivitas sektor industri dirasakan kurang memenuhi 

aspirasi global terhadap perkembangan kondisi lingkungan dan 

perubahan iklim yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. 

Tingginya konsumsi energi fosil dalam industri menjadi salah satu 

penyebab tingginya intensitas emisi karbon yang berimplikasi 

terhadap krisis iklim global.  

Laporan World Resource Institute (WRI) menunjukkan sektor 

energi menempati urutan pertama sebagai penyumbang gas rumah 

kaca (GRK) terbesar sebanyak 75,7% yang mencakup penggunaan 

listrik dan pemanas, transportasi, manufaktur dan konstruksi, serta 

bangunan (Ge et al., 2024). Bahkan, berdasarkan data Climate 

Watch, sektor manufaktur bersama-sama dengan sektor listrik dan 

pemanas termasuk penghasil GRK yang mengalami peningkatan 

secara signifikan dalam periode 2005-2021 (Ritchie et al., 2024). 

Semakin meningkatnya GRK yang dihasilkan dari berbagai aktivitas 

manusia menyebabkan semakin menebalnya lapisan gas yang 

menyelimuti bumi sehingga menjebak lebih banyak panas matahari.  
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Gambar 5.1 Struktur Penghasil GRK berdasarkan Sektor 

Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Climate Watch, dikutip dalam Ge et al., 2024  

Alhasil, kondisi iklim semakin tidak menentu dan mengakibatkan 

cuaca ekstrem yang mengancam keselamatan manusia, dan 

produkvititas ekonomi masyarakat di berbagai belahan dunia. Di 

kawasan Eropa, angka kematian yang disebabkan fenomena suhu 

panas ekstrem terus menjadi perhatian serius masyarakat dalam 

dua dekade terakhir, khususnya setelah peristiwa kematian lebih 

dari 70.000 jiwa pada 2003 yang terkena gangguan kesehatan akibat 

cuaca panas ekstrem. Pada 2023 angka kematian ini terus berlanjut, 

dimana suatu penelitian memperkirakan bahwa jumlah kematian di 
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wilayah Eropa yang disebabkan cuaca panas ekstrem mencapai 

47.690 jiwa. Angka kematian tertinggi tercatat di Eropa Selatan 

terutama Yunani, Bulgaria, Italia, Spanyol, Siprus, dan Portugal 

(Gallo et al., 2024).  

Di benua Afrika, suhu panas terus mengalami peningkatan menjadi 

40 – 50 derajat Celsius pada periode 1989 – 2010. Bahkan, suhu 

panas beberapa daerah di Nigeria mengalami lonjakan ekstrem 

hingga 50 – 60 derajat Celsius yang menambah jumlah kematian 

penduduknya dalam beberapa tahun terakhir (Kunda et al., 2024). 

Suhu panas ekstrem dapat menyebabkan kondisi panas di luar batas 

normal tubuh manusia sehingga mengalami kram panas, kelelahan 

karena panas, hingga hipertermia.  

Tidak hanya berdampak terhadap kelompok masyarakat usia lanjut, 

cuaca panas juga mengancam keselamatan anak-anak di bawah usia 

lima tahun yang menjadi salah satu isu krusial dalam menekan 

angka kematian anak dalam rangka pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Afrika. Menurut penelitian 

Brimicombe et al. (2024), terdapat 44.909 kematian anak di bawah 

usia lima tahun yang terjadi di 13 negara Afrika. Sebagian kematian 

ini dikaitkan dengan faktor cuaca panas yang terjadi di beberapa 

negara seperti Ethiopia, Senegal, Gambia, dan negara-negara di 

Afrika timur.  

Di sisi lain, cuaca ekstrem tidak hanya berakibat terhadap 

keselamatan manusia, tetapi juga berdampak buruk terhadap 

kondisi perekonomian sebagian negara yang masih mengandalkan 

hasil pertanian, dan perkebunan. Sebagian besar kegiatan pertanian 

masih sangat bergantung terhadap intensitas curah hujan, dan 

pasokan air yang sebagian diambil dari aliran sungai melalui saluran 

irigasi yang dibuat oleh manusia.  

Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), cuaca 

ekstrem telah menjadi salah satu faktor dominan penyebab gagal 

panen yang merugikan banyak petani, dan perekonomian secara 
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umum (Akyapi et al., 2022; U.S. Department of Agriculture, n.d.). 

Cuaca ekstrem dalam hal ini meliputi suhu panas ekstrem, curah 

hujan tinggi, dan kekeringan berkepanjangan adalah konsekuensi 

dari kondisi perubahan iklim yang semakin tidak menentu. 

Oleh sebab itu, pertumbuhan hijau dianggap sebagai salah satu 

strategi untuk mengatasi krisis perubahan iklim dan mengantisipasi 

dampak lebih besar dari emisi karbon dan degradasi lingkungan 

terhadap keberlanjutan ekonomi global. Green growth secara umum 

mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon, hemat sumber 

daya, dan inklusif secara sosial (Herman, 2023). Membangun 

keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan target 

pembangunan lingkungan berkelanjutan membutuhkan 

penggunaan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Hal ini 

sangat diperlukan untuk mengatasi ketergantungan terhadap 

penggunaan bahan bakar fosil yang masih menjadi sumber utama 

penggerak perekonomian global.  

Pelaksanaan konsep pertumbuhan hijau memerlukan dukungan 

teknologi ramah lingkungan yang memiliki peran krusial dalam 

strategi pencapaian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan 

teknologi bersih ini diharapkan dapat menekan emisi karbon yang 

dihasilkan dari penggunaan sumber energi konvensional, dan 

meningkatkan diversifikasi sumber daya energi alternatif dalam 

rangka mempercepat proses transisi energi. Kendati begitu, 

pembangunan teknologi bersih ini akan relatif sulit dicapai tanpa 

dukungan investasi dan alokasi anggaran untuk kegiatan riset dan 

pengembangan yang memadai (Javed et al., 2024). Ketersediaan 

dukungan finansial dan investasi teknologi terutama dalam 

mengembangkan sumber daya energi terbarukan merupakan faktor 

utama dalam meningkatkan efisiensi energi dan menghasilkan 

sumber daya energi alternatif (Dam et al., 2024). 

Selain itu, konsep pertumbuhan hijau memberikan perhatian besar 

terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Chang 

et al., 2024). Tingginya kebutuhan terhadap komoditas hasil alam, 
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tidak hanya untuk memenuhi permintaan industri, tetapi juga untuk 

kebutuhan masyarakat secara umum seperti bahan baku makanan 

dan minuman, dan bahan bakar untuk transportasi memberikan 

tantangan yang besar dalam menjaga keseimbangan eksploitasi 

alam dengan masa depan kelestarian lingkungan. Berkaitan dengan 

hal ini, laporan Working Group on Food Systems of the International 

Resource Panel menyatakan bahwa dari sekian banyak aktivitas 

perekonomian, sektor makanan adalah yang paling besar 

memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan dan sumber daya 

alam (Westhoek et al., 2016).  

Meski laporan ini dirilis pada 2016, konsumsi pangan global terus 

mengalami peningkatan seiring dengan terus meningkatnya 

populasi dunia, dan keragaman makanan dan minuman yang 

dikonsumsi oleh masyarakat. Demikian halnya dalam konsumsi 

bahan bakar minyak, tingkat permintaannya terus mengalami 

kenaikan secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. 

Fletcher et al. (2024) dalam penelitiannya menghubungkan semakin 

memanasnya temperatur bumi dengan lonjakan konsumsi minyak 

global yang telah menembus lebih dari 100 juta barel per hari pada 

2023. Angka ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah energi 

dunia.  

Dari uraian singkat ini, setidaknya terdapat beberapa hal pokok 

yang dapat ditelusuri untuk memahami konsep green growth lebih 

lanjut. Pertama, artikel ini akan mengulas tentang pengertian low 

carbon-economy yang menjadi salah unsur utama dalam konsep 

pertumbuhan hijau ini. Meskipun telah berkembang menjadi salah 

satu istilah paling populer dalam kajian dan pemberitaan terkait 

dengan isu-isu lingkungan, bagaimana masing-masing negara 

menerjemahkan ekonomi rendah karbon dalam strategi kebijakan 

lingkungan mereka masih relatif belum banyak diteliti, khususnya 

dalam konteks negara-negara berkembang. Kedua, konsep 

pertumbuhan hijau menaruh perhatian terhadap pengelolaan 

sumber daya berkelanjutan untuk memastikan keseimbangan 

antara pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. 
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Ketiga, investasi teknologi ramah lingkungan dikaitkan dengan 

upaya inovasi untuk mengurangi polusi, pencemaran lingkungan, 

dan kerusakan alam adalah aspek yang tidak terpisahkan dalam 

konsep pertumbuhan hijau ini. Sebab itu, artikel ini juga akan 

melakukan eksplorasi bagaimana inovasi-inovasi hijau dilakukan 

oleh negara-negara BRICS khususnya dalam konteks upaya untuk 

mengurangi ketergantungan terhadap pasokan bahan bakar fosil. 

B. Ekonomi Rendah Karbon 

Dalam rangka mencapai pertumbuhan hijau, meminimalisasi emisi 

karbon dalam aktivitas perekonomian menjadi dasar dalam 

perumusan kebijakan ekonomi dan industri sehingga berorientasi 

kepada pembangunan lingkungan berkelanjutan. Diantara ciri-ciri 

perekonomian rendah karbon adalah meminimalisasi penggunaan 

energi khususnya bahan bakar yang bersumber pada energi fosil, 

menekan serendah-rendahnya angka polusi dan emisi GRK (Xie et 

al., 2023). Kalau dilihat dari beberapa unsur utama dalam 

perekonomian rendah karbon ini, banyak studi telah menunjukkan 

bahwa mereka memang telah menjadi faktor utama penyebab krisis 

iklim dan lingkungan dalam beberapa dekade terakhir.  

Dalam suatu studi yang menguji efek konsumsi energi terhadap 

perubahan iklim di negara-negara Afrika, Kelly & Ngo Nguéda 

Radler (2024) menemukan terdapat pengaruh yang signifikan dari 

konsumsi energi fosil terhadap perubahan iklim. Bahan bakar batu 

bara, minyak, dan gas masih menjadi sumber bahan bakar utama 

dalam kegiatan perekonomian, transportasi, dan industri di 

berbagai belahan dunia, dan pada saat yang sama penggunaan 

bahan bakar ini menghasilkan GRK ke atmosfer. Diperlukan suatu 

upaya bersama untuk mempercepat transformasi pasokan energi 

dari bahan bakar fosil menjadi bahan bakar yang terbarukan dan 

ramah lingkungan.  

Tingginya intensitas konsumsi bahan bakar fosil ini tidak hanya 

membahayakan lingkungan, tetapi juga menjadi ancaman terhadap 
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kesehatan manusia diantaranya melalui polusi udara. Berdasarkan 

studi Lelieveld et al. (2023), terdapat sekitar 5,1 juta jiwa yang 

meninggal setiap tahunnya akibat gangguan kesehatan yang 

disebabkan oleh polusi udara sekitar. Laporan penelitian Global 

Carbon Budget bahkanmengidentifikasi terus meningkatnya emisi 

karbon dari penggunaan bahan bakar fosil secara signifikan pada 

2023 sekitar 1,1 persen yang mencapai 36,8 milyar metrik ton 

karbon dioksida (Garrison, 2024). Dalam realitas sosial terutama di 

negara-negara berkembang, polusi udara relatif kurang menjadi 

perhatian pemerintah dan masyarakat karena tingginya tuntutan 

pertumbuhan ekonomi. Mempertahankan kinerja industri dan 

menarik sebanyak-banyaknya investasi adalah agenda prioritas 

bagi mereka.  

Gambar 5.2 Tren Emisi Karbon dari Energi Fosil  

 

Sumber: https://earthobservatory.nasa.gov/images/152519/emissions-from-fossil-
fuels-continue-to-rise 

Sementara menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi, 

sebagian besar alat transportasi dan permesinan industri di negara-

negara berkembang masih sangat bergantung kepada bahan bakar 

fosil seperti solar dan bensin. Hal ini diindikasikan antara lain 

dengan masih dominannya populasi kendaraan bermotor dengan 
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bahan bakar minyak baik itu sepeda motor, mobil, truk, dan alat 

transportasi massal. Bahkan dalam rilis International Energy Agency 

(IEA) disebutkan bahwa penjualan kendaraan jenis SUV (Sport 

Utility Vehicle) terus mengalami peningkatan sekitar 3 persen dalam 

periode 2021-2022, dimana penjualan jenis kendaraan ini 

berkontribusi hampir separuh dari penjualan kendaraan bermotor 

secara global.  

Akibatnya emisi karbon dioksida tembus hingga mencapai 1 milyar 

ton pada 2022  (Cozzi et al., 2023). Polutan udara dari 

operasionalisasi alat transportasi merupakan salah satu yang 

memiliki dampak paling besar terhadap lingkungan dan kesehatan 

manusia. Fenomena lingkugan ini disebut juga dengan istilah traffic-

related air pollution (TRAP) atau polusi udara terkait lalu lintas yang 

berasal dari sumber bergerak di jalan raya. Dalam sejumlah kajian, 

polusi udara terkait lalu lintas telah dianggap sebagai salah satu 

sumber krisis kesehatan di masyarakat. Situasinya semakin 

memburuk seiring dengan tingginya kebutuhan transportasi 

masyarakat dan industri di banyak negara berkembang (Khreis et 

al., 2020).  

Saat ini, polusi udara terkait lalu lintas (TRAP) merupakan krisis 

kesehatan masyarakat, yang cakupan dan besarannya sangat luas 

dan terus bertambah seiring dengan tersedianya pengetahuan dan 

metode kuantifikasi baru. TRAP merujuk pada polusi udara sekitar 

yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor seperti 

kendaraan berat dan ringan, bus, kereta, mobil penumpang, dan 

sepeda motor. TRAP juga sering disebut sebagai polusi udara yang 

berasal dari sumber bergerak di jalan raya. Meskipun belakangan 

tren penjualan kendaraan listrik terus meningkat, efektifitas 

keberhasilannya dalam menciptakan energi bersih masih 

membutuhkan studi lebih mendalam. Pasalnya, energi listrik yang 

digunakan untuk mengisi kembali baterai berbagai jenis kendaraan 

listrik ini masih bersumber pada suplai listrik konvensional yang 

dihasilkan oleh sumber energi fossil. Untuk itu, upaya mempercepat 

target penggunaan energi bersih secara global sangat bergantung 
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juga kepada kemampuan negara-negara untuk menyediakan 

infrastruktur pengisian baterai listrik yang bersumber kepada 

energi bersih dan terbarukan (Bruchon et al., 2024). 

C. Pengelolaan SDA Berkelanjutan & Teknologi 

Hijau 

Di samping pentingnya low carbon-economy, konsep pertumbuhan 

hijau juga memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan SDA 

berkelanjutan karena kontribusinya yang masih sangat signifikan 

dalam pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Negara-negara 

besar seperti AS dan China masih mengandalkan SDA sebagai salah 

satu sumber penggerak roda pertumbuhan ekonomi mereka (Singh 

et al., 2024). Demikian halnya dalam struktur perekonomian negara-

negara berkembang, diantaranya seperti negara-negara di Afrika 

dimana kekayaan alam mineral telah memberikan kontribusi 

signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan 

ekonomi (Awolusi, 2016), sehingga manajemen SDA yang 

berkelanjutan sangat diperlukan tidak hanya untuk kepentingan 

ekonomi jangka pendek, tetapi juga untuk keberlangsungan semua 

makhluk hidup di alam semesta.  

Dalam pengertian umum, pengelolaan SDA berkelanjutan diartikan 

sebagai suatu upaya untuk menghindari kerusakan lingkungan dari 

ekploitasi SDA yang dapat berdampak serius terhadap manusia, dan 

makhluk hidup lainnya. Sebab itu, manajemen SDA berkelanjutan 

mencakup beberapa upaya strategis seperti penghematan air, 

pelestarian unsur organik tanah, pengurangan erosi, dan pelestarian 

keanekaragaman hayati (Carroll Ii et al., 2025).  

Melihat kompleksitas pengelolaan SDA keberlanjutan ini, 

pemerintah memegang peran krusial dalam menyelenggarakan 

aturan-aturan dalam tata kelola industri berbasis SDA yang 

berorientasi terhadap pelestarian lingkungan. Dalam hal ini, 

regulasi yang efektif dan transparan dengan memadukan prinsip-

prinsip tata kelola lingkungan akan memberikan dampak positif 
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dalam pengelolaan SDA (Rahman & Hossain, 2025).  

Kendati begitu, upaya kolektif dengan melibatkan aktor non-

pemerintah termasuk korporasi, komunitas, dan koalisi masyarakat 

sipil juga sangat diperlukan untuk memperkuat kolaborasi dalam 

pelaksanaan dan pemantauan peraturan-peraturan tersebut (Zhou 

et al., 2024). Pelaksanaan kolaborasi ini salah satunya dapat 

ditelusuri dari berkembangnya istilah the collaborative production 

of knowledge and practices (co-production) yang menggabungkan 

antara ilmu pengetahuan, kebijakan, dengan indigenous and local 

knowledge. Kerjasama lintas aktor ini merupakan salah satu faktor 

kunci untuk mengantisipasi dampak negatif pengelolaan SDA 

terhadap komunitas dan masyarakat setempat. Beberapa 

diantaranya dapat diilustrasikan dalam inisiatif pembentukan 

Indigenous Peoples and Local Communities’ (IPLCs) dalam 

mendukung upaya mitigasi permasalahan lingkungan dan 

perubahan iklim.  

Mereka dilibatkan dalam melakukan evaluasi program Reducing 

Emissions from Deforestation and Forest Degradation’ (REDD+) 

untuk memastikan agar pelaksanaan proyek lingkungan tersebut 

tidak membahayakan komunitas setempat. Di sisi lain, para 

ilmuwan bersama-sama dengan komunitas lokal menyusun 

perencanaan untuk mengumpulkan secara selektif limbah padat 

yang digunakan dalam rangkaian penyelamatan keanekaragaman 

hayati dari polusi (Van Maurik Matuk et al., 2023).  

Pada dasarnya, masyarakat adat, suku-suku pedalaman masih 

menyimpan tradisi leluhur mereka dalam menjaga keseimbangan 

alam dengan kebutuhan manusia, termasuk pelestarian spesies 

tumbuhan yang penting dan relatif sulit ditemukan, dan norma-

norma dalam pemanfaatan hasil hutan dan pertanian yang tidak 

semata-mata hanya untuk memenuhi konsumsi manusia. Studi Kala 

(2022) menyebutnya dengan istilah traditional ecological knowledge 

(TEK) dalam suatu penelitian yang dilakukan di Cagar Biosfer 

Pachmarhi, India. 
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Di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, Middle East and North 

Africa (MENA), misalnya, eksplorasi minyak dan gas telah menjadi 

salah satu sektor industri andalan yang menopang pertumbuhan 

ekonomi banyak negara di wilayah ini. Namun pada saat yang sama, 

tantangan lingkungan pun semakin memprihatinkan dengan 

tingginya emisi karbon MENA yang berada diatas rata-rata dunia 

(Xiaoman et al., 2021). Tingginya konsumsi dan produksi energi 

menyumbang sekitar 85 persen dari total efek GRK di wilayah ini. 

Bahkan, empat negara MENA termasuk dalam peringkat 10 besar 

dunia dalam hal jejak ekologi (Khalfaoui et al., 2023). Tidak bisa 

dinafikan bahwa ekplorasi SDA di MENA memberikan dampak 

lingkungan yang serius dalam jangka panjang, sebagaimana studi 

Touati & Ben-Salha (2024) yang memperkuat beberapa studi 

sebelumnya terkait implikasi eksploitasi SDA terhadap ecological 

footprint (EFP) di MENA.  

Meski demikian dalam beberapa tahun terakhir kita menyaksikan 

upaya transformatif dalam kebijakan pengelolaan energi di MENA 

terutama di negara-negara Arab Teluk seiring dengan meningkatnya 

kesadaran masyarakat terhadap permasalahan lingkungan. Salah 

satunya dapat ditelusuri dari implementasi Saudi Vision 2030, 

sebagai rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

Kerajaan Arab Saudi (KSA) untuk mendiversifikasi ketergantungan 

ekonominya terhadap migas. Dalam visi ini, pemerintah KSA 

berkomitmen untuk secara bertahap mengurangi penggunaan 

energi fosil dan memprioritaskan produksi energi bersih dan 

terbarukan. KSA menargetkan pada tahun 2030 setidaknya 50 

persen dari total energi yang digunakan bersumber dari energi 

terbarukan, yaitu tenaga surya dan angin.  

Upaya ini dilakukan diantaranya dengan menggandeng China dalam 

kerjasama investasi pengembangan energi terbarukan di KAS, 

sementara pada saat yang sama China mendapatkan keuntungan 

dengan akses pasar yang lebih leluasa di pasar Timur Tengah 

terutama di negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC) (Alfehaid 

& Young, 2024). Strategi dan pola kebijakan yang relatif sama 
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diterapkan juga oleh Mesir dalam Egypt’s Vision 2030. Di dalam 

rencana strategis ini, Mesir menargetkan setidaknya 42 persen dari 

pembangkit listrik di negaranya harus bersumber dari energi 

terbarukan pada 2030. Memang target ini dianggap ambisius, 

ditambah lagi dengan berbagai masalah dalam birokrasi 

pemerintahan, tetapi Mesir menyimpan potensi energi bersih yang 

signifikan mencakup panas matahari yang berlimpah, koridor angin 

yang kuat, dan hidrogen hijau (J. R. Cohen & Helwa, 2025). 

Rangkaian upaya yang tengah dilakukan oleh negara-negara MENA 

dapat juga menggambarkan tingginya kebutuhan terhadap 

teknologi dalam upaya transisi menuju pertumbuhan hijau. 

Teknologi sebagai produk kemajuan peradaban dan ilmu 

pengetahuan manusia merupakan katalisator penting dalam 

mengatasi berbagai permasalahan sosial termasuk persoalan 

lingkungan. Dalam kajian energi dan lingkungan kini dikenal istilah 

low-carbon energy technology (LCET) yang memiliki kontribusi 

penting dalam menekan emisi karbon dan mengurangi 

ketergantungan terhadap sumber energi konvensional.  

Konsep LCET secara umum terdiri dari tiga komponen utama yaitu 

pengembangan pembangkit listrik bertenaga nuklir (PLTN), 

produksi energi alternatif, dan konservasi energi. Di tengah masih 

dominannya pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar 

fossil seperti batu bara, nuklir merupakan sumber energi alternatif 

yang rendah karbon. Sementara itu, pengembangan energi alternatif 

termasuk meningkatkan ketersediaan pasokan energi bersih dan 

terbarukan seperti panas matahari, angin, dan hydropower. Tidak 

kalah pentingnya adalah konservasi energi dimana para pengguna, 

industri, perkantoran, dan masyarakat memiliki tingkat kesadaran 

untuk melakukan penghematan energi (Zhao, 2023).  

Dari aspek finansial, keberadaan teknologi financial (FinTech) telah 

berkembang menjadi salah satu kanal pembiayaan alternatif dengan 

memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat, investor, dan 

korporasi untuk terlibat langsung dalam pembiayaan berbagai 
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proyek-proyek hijau di negara mereka (Rahman & Hossain, 2025).  

Di China, banyak perusahaan berbasis teknologi tinggi telah 

memanfaatkan platform teknologi digital untuk mengakselerasi 

inovasi hijau yang dianggap krusial untuk mencapai pembangunan 

bisnis yang berkelanjutan. Mereka telah mengoptimalkan 

penggunaan artificial intelligence dan big data analytics untuk 

meningkatkan efisiensi produksi dan kemampuan korporasi dalam 

green innovation (Zhu et al., 2024). Secara garis besar, inovasi 

teknologi adalah salah satu faktor fundamental dalam mencapai 

pertumbuhan hijau. Melalui inovasi teknologi ini diharapkan dapat 

menghasilkan penggunaan energi yang efisien dan meminimalisasi 

emisi GRK, sehingga dapat tercapai keseimbangan pertumbuhan 

ekonomi yang tidak semata-mata berorientasi kepada keuntungan 

jangka pendek, tetapi juga mengedepankan kepentingan ekologis 

dan pelestarian lingkungan untuk masa depan (Yikun et al., 2023).  
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BAB 6 
PENUTUP  

 

Bab ini tidak bermaksud untuk menutup diskusi dan kajian kita 

tentang sumber daya alam dalam perspektif Ekonomi Politik Global, 

tetapi ingin menampilkan kembali beberapa substansi utama yang 

perlu kita pahami dan telah disinggung dalam pembahasan buku ini. 

Sumber daya alam adalah suatu anugerah yang dapat digunakan 

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi baik melalui aktivitas 

investasi maupun perdagangan luar negeri. Namun keberhasilan ini 

juga ditentukan oleh kemampuan suatu negara mengelolanya secara 

baik dan berkelanjutan.  

Bila tidak, maka istilah resource curse kembali mengingatkan kita 

semua bahwa terdapat sejumlah negara kaya sumber daya alam 

masih menghadapi tantangan serius di bidang sosial ekonomi, 

seperti kemiskinan dan pengangguran, yang dapat berimplikasi 

kepada instabilitas politik dan keamanan di wilayah mereka. 

Ketergantungan yang berlebihan terhadap penghasilan sumber 

daya alam tanpa memperhatikan potensi fluktuasi harga komoditas 

global adalah salah satu faktor penyebab utama di balik fenomena 

kutukan SDA ini.  

Oleh sebab itu, beberapa negara telah berupaya untuk melakukan 

diversifikasi ekonomi, melepas ketergantungan mereka secara 

perlahan dengan menetapkan kebijakan-kebijakan strategis, 

sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara Arab Teluk, Arab 

Saudi, Persatuan Emirat Arab, dan Qatar. Peran dan pengaruh global 

mereka semakin meluas sejalan dengan keberhasilan diversifikasi 

ekonomi yang telah dilakukan termasuk melalui optimalisasi 

investasi internasional melalui sovereign wealth fund, seperti Public 

Investment Fund (Arab Saudi), dan Abu Dhabi Investment Authority 

(Persatuan Emirat Arab).   
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Pengalaman dan praktik baik ini juga telah dibuktikan oleh negara 

maju seperti Norwegia melalui the Government Pension Fund. 

Keberhasilan lembaga-lembaga dana kedaulatan ini juga 

dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan yang dilakukan secara 

profesional dan di bawah standar pengawasan yang ketat. Aktivitas 

penanaman modal tidak sekedar hanya dilakukan dengan proses 

business as usual, tetapi dilakukan secara hati-hati dengan 

kepentingan utama untuk menghasilkan keuntungan sebesar-

besarnya dengan risiko kerugian yang kecil. Strategi Norwegia, 

misalnya, memilih sektor teknologi informasi sebagai salah satu 

destinasi investasi utama telah menempatkannya dalam struktur 

kepemilikan sahama korporasi-korporasi teknologi global seperti 

Meta, Amazon, Nvidia, dan Microsoft.  

Selain diversifikasi investasi, sumber daya manusia menjadi salah 

satu kunci untuk menggeser dari natural resources economy menjadi 

ideas economy. Australia telah menjalani proses panjang dalam 

memodifikasi strategi pemerintah untuk mendukung inovasi dan 

kolaborasi riset dan pengembangan antara perguruan tinggi, 

lembaga riset, dan industri. Keberhasilan kolaborasi ini utamanya 

ditentukan juga oleh ide-ide inovatif yang lahir dari SDM terampil 

dan berpengalaman. Demikian halnya dengan Chili, negara kaya SDA 

ini juga memastikan agar akses pendidikan dapat dinikmati oleh 

kalangan masyarakat kurang mampu melalui bantuan pendidikan. 

Kendati begitu, kualitas pendidikan dikendalikan melalui 

peningkatan kualitas dan profesionalitas tenaga pendidik 

diantaranya dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang 

terukur dan terakreditasi.  

Pada akhirnya, beragam strategi dan kebijakan dapat dilakukan oleh 

negara-negara untuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil SDA 

untuk kepentingan pembangunan ekonomi mereka. Dalam hal ini, 

perlu dipahami bahwa ketersediaan SDM terbatas dan dapat habis, 

sehingga dibutuhkan perencanaan dan strategi kebijakan yang 

matang untuk mendukung inovasi-inovasi dalam rangka 

diversifikasi dan menciptakan peluang ekonomi baru.  
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